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PUTUSAN
Nomor 65/Pdt.G/2016/PN.Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara
perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara gugatan antara:
KURSANI, bertempat tinggal di J. Soekarno Hatta, Km 15, RT 37, Kelurahan
Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFIAN N. ASZARI,S.H.,
SAMPARA,S.H., ALFONSO GULTOM,S.H., dan AKBAR ALI
AMIN,S.H. Advocad pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Warga
Jaya Indonesia Kaltim beralamat di Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B
No. 17 RT.09, Kel. Damai Baru, Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 5 Nopember 2016. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat Konvensi Asal /| Tergugat Rekonvensi Asal | Tergugat

Intervensi;

Lawan
PT. VICO INDONESIA, berkedudukan kantor cabang JI. Cendrawasih No. 1

Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ACHMAD KHADAFI MUNIR,
S.H., MH., ADINDA ADITHA, S.H. RAYlI BASKARA, S.H. RESY
NOVELIA SIRAIT, S.H. dan HADIANSYAH SAPUTRA, S.H. advokat-
advokat pada kantor hukum Dafi Munir & Partners, berkedudukan di
Jakarta, beralamat kantor di Gedung Gandaria 8 Office, Lantai 3, Unit
3E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta 12240,
Indonesia. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember
2016. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat | Konvensi | Turut
Tergugat Rekonvensi |/ Turut Tergugat Intervensi |;
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PT. PERTAMINA PERSERO, Pemerintah Republik Indonesia cg. Departemen
Pertambangan dan Energi cq. Pertamina Pusat cq. Pertamina Daerah
Kalimantan yang berkedudukan / beralamat di JI. Yos Sudarso atau
setempat dikenal dengan JIl. Minyak Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTON SUMARTONO
RAHARJO dan TAMAJI. Keduanya adalah pekerja PT. PERTAMINA
(Persero) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk
dan atas nama PT. PERTAMINA (Persero). Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. SK-
301/C00000/2016-S0 tanggal 29 Desember 2016, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat Il Konvensi /| Penggugat Rekonvensi | Turut
Tergugat Intervensi ll;

Dan
SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK
DAN GAS BUMI (SKK Migas), berkedudukan di Gedung Wisma Mulia
Lt. 35, JI. Jend. Gatot Soebroto No. 42, Jakarta — 12710 (PO.BOX
4775), dalam hal ini diwakili oleh Amien Sunaryadi selaku Kepala,
diangkat berdasarkan Keputusan Presiden No. 189/M/2014 tanggal 18
November 2014;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ANTON DEDI
HERMANTO, S.H., M.H, 2. WASHINGTON E. PANGARIBUAN, S.H.,
3. AMRIZAL SYAHRINI, SH., MH., 4. ROLAND KENDIETZ |
BUDIHARSO,S.H., 5. DIPO AGDIYAL, S.H., 6. LUDIN SITORUS, S.H.,
7. NOVIANDI S. PANGARIBUAN, S.H., 9. DAVIN VARIAN, S.H. pada
Advokat pada Kantor dan Pengacara “AntonDedi Hermanto, S.H.&
Rekan”, beralamat di JI. Bungur Besar Raya No. 46Q Jakarta Pusat-
10610 Telp. (021) 4205465 serta 1. MUHAMMAD AGUS IMADUDDIN,
2. SYAIFUDIN ZUCHRI, 3. SAFE'l, 4. ALAM MULYAWAN, 5. E.M.
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ALFALESA, 6. BEN SAFARO, Para Pekerja Divisi Pertambangan
Hukum SKK Migas baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : KUS-
0050/SKKO0000/2017/S0 tanggal 18 Januari 2017. selanjutnya disebut
sebagai Penggugat Intervensi;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar para pihak yang berperkara;
DALAM PERKARA POKOK
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10
November 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Tenggarong pada tanggal 15 November 2016 dalam Register Nomor
65/Pdt.G/2016/PN.Trg,- telah mengajukan gugatan sebagai berikut :
1. Bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi Kulasa yang
merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden
Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat
Keputusan Pengadilan Agama /| Mahkamah Sjar’ijah Balikpapan No. 37 /
1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah
(Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang
dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta dibenarkan oleh Lurah
Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap
Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu
berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatasan
seluas £ 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi
Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu
berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894;
Bahwa ada pun Tanah Perwatasan seluas + 18.000 hektar yang terletak di

Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang
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pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu
Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas -

batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur : Laut;

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;

3. Bahwa terhadap penyerahan tanah perwatasan oleh Kerajaan Kutai
kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi
Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85
Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan A.M.
Parikesit selaku Sultan Kutai / Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai Surat
Pernyataan /| Pengakuan Sultan A.M Parikesit dimasa pemerintahannya
serta Surat Keterangan Camat / Asisten Wedana Samboja tertanggal 1
Januari 1956;
4. Bahwa tanah perwatasan milik (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta
(Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas 18.000 hektar ini selanjutnya
sebagian dari Luas Tanah tersebut telah diduduki dan digarap oleh penduduk
setempat dan sebagian lagi masih merupakan tanah kosong dan dengan
berlakunya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria), maka
tanah perwatasan aquo berubah statusnya menjadi tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara;
5. Bahwa pada tanggal terhadap tanah aquo oleh Kantor Agraria Daerah
Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara
tertanggal 18 Mei 1965, yang antara lain berisikan, memutuskan:

1. Memberikan / membuatkan surat pengakuan hak kepada Pemilik

yang secara keseluruhannya;

2. Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:
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a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik ahli
warisnya;
b. Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan
diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah;
Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/ Intansi
Negara yang mengurusi masalah Pertanahan, telah terbukti bahwasannya
Negara melalui Lembaga/ Intansi Negara yang mengurusi masalah
Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap Hak Kepemilikan tanah
milik PENGGUGAT aquo;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. SK-129 / DJA / 1995 tertanggal 9 Desember 1995 dalam Diktum Kedua
telah mempersilahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Kalimantan Timur
untuk menetapkan / mengusulkan peruntukan selanjutnya atas tanah tersebut
pada Diktum “pertama” dengan ketentuan:
a. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki / digarap petani
penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 dan
peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya;
b. Terhadap bagian-bagian yang belum / tidak diduduki / digarap rakyat
agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur permohonan hak
seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
7. Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah peninggalan
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu
Awu, yaitu #* 1419 Ha ( Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan
Hektare ), telah dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun
pabrik pengolahan minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia Balikpapan;
8. Bahwa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan pembangunan
pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cg. Vico Indonesia Balikpapan di
atas tanah milik ahli waris (AIm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
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Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti
rugi /| melakukan Pembebasan terhadap pihak yang berhak/ Pemilik ( in
casu PENGGUGAT )tanah aquo, sebagaimana yang diatur dan ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat
merugikan hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku ahli waris (Alm.) Andi
Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu terhadap
tanah perwatasan aquo;

9. Bahwa dalam Perkara Gugatan aquo, adalah PENGGUGAT lah Pihak
yang benar - benar berhak terhadap Tanah yang dikuasai secara tanpa Hak
oleh TERGUGAT |, karena PENGGUGAT lah yang merupakan Ahli Waris dari
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu
Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama |/
Mahkamah Sjar’ijah Balikpapan No. 37 |/ 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan
Silsilah Andi Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi
Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan
diketahui serta dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10
Februari 2012;

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT | yang menguasai
tanah dan diikuti dengan pembangunan sumur-sumur pengolahan minyak dan
pemasangan dan penanaman pipa-pipa oleh Pertamina Cq. Vico Indonesia
Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden
Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan
suatu ganti rugi /| melakukan Pembebasan, terhadap pihak yang berhak/
Pemilik ( in casu PENGGUGAT ) tanah aquo nyata - nyata adalah sebuah
Perbuatan Melawan Hukum, yang melanggar Peraturan Perundang -
undangan serta melanggar Hak Keperdataaan milik PENGGUGAT,
sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata
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Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa Kerugian kepada orang
lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut
11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, pada
suatu Perbuatan dapat disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum
( Onrechtmatige daad ) jika memenuhi unsur — unsur sebagai berikut :
1. Adanya suatu Perbuatan
Perbuatan Melawan Hukum diawali oleh adanya suatu perbuatan dari si
pelaku.
2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
Perbuatan yang dilakukaan tersebut haruslah Melawan Hukum, dalam arti
yang seluas- luasnya, meliputi hal — hal sebagai berikut:
a. Perbuatan yang melanggar Undang — undang yang berlaku;
b. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh
Hukum;
c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden);
e. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat
untuk memperhatikan kepentingan yang lain;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku
Suatu perbuatan dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, apabila
mengandung unsur kesalahan (schuldelemen) dalam melaksanakan
perbuatan tersebut, suatu tindakan dikatakan mengandung unsur
kesalahan secara hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban,
memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Adanya unsur kesengajaan;
b. Adanya unsur kelalaian ( neglegence, culpa);
c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht
vaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak

waras, dan lain — lain;
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4, Adanya kerugian bagi korban
Adanya kerugian (schade) bagi korban, yang disebabkan oleh perbuatan
yang dilakukan oleh pelaku, yang dimaksudkan dengan kerugian disini
disamping kerugian dalam bentuk materiil juga kerugian dalam bentuk
immateriil.
5. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dengan Kerugian
Hubungan kausal antara Perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang
terjadi, merupakan suatu syarat dari suatu perbutan melawan hukum,
dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku maka menimbulkan
kerugian bagi si korban.
12. Bahwa Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang dilakukan oleh
TERGUGAT | dan TERGUGAT II sehingga menimbulkan kerugian terhadap
PENGGUGAT baik kerugian secara Materiil maupun Imateriil;
13. Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT Il , sebagaimana diatur di dalam Pasal
1365 KUH Perdata, yaitu :
Pasal 1365 KUHPerdata
Tiap Perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang
lain , mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut;
14. Bahwa dengan demikian adalah telah sangat tepat apabila
PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT telah menderita kerugian
atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT | dan
TERGUGAT |l, dan adalah sangat beralasan apabila selanjutnya
PENGGUGAT meminta Ganti atas kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT
kepada TERGUGAT | dan TERGUGAT II, hal demikian adalah sudah sangat
tepat dan berdasarkan hukum.
15. Bahwa adapun kerugian PENGGUGAT baik secara materiil
maupun imateriil yang terurai sebagai berikut :
Kerugian Materiiil, yang terdiri dari :
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] Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah, yang menjadi Obyek Sengketa,
dengan penghitungan sebagai berikut :
» Luas Tanah milik PENGGUGAT yg dikuasai Tergugat : + 141,9
Ha ( Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare ) (1.419.000 m?
(meter persegi)
Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual beli di
lokasi Tanah tersebut berada per m? (meter persegi ) = Rp 350.000,- (
tiga ratus lima puluh ribu Rupiah ) / m? (meter persegi )
Jadi Penghitungannya, adalah :
1.419.000[] x Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu Rupiah )
= Rp 493.150.000.000 ( Empat ratus sembilan puluh tiga milyar
seratus lima puluh juta Rupiah )
u Ganti Rugi sewa Tanah, dimana TERGUGAT | telah memakai
Tanah Milik PENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan
Gugatan aquo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung + 21
Tahun;
> Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-menyewa di
lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha =
Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan;
> Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai oleh
TERGUGAT | secara tanpa Hak, telah selama 21 (dua puluh satu)
Tahun = 252 bulan;
Jadi hitungan sewa tanah selama * 21 Tahun, Penghitungannya
adalah :
= 141,9 Ha x Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah) x 252
bulan= Rp 4.291.056.000.000 (Empat Trilyun Dua ratus sembilan
Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah);
u Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak
dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu
sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung + 21 Tahun,
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dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg

seharga Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi:

=141, 9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000 Kg;

Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp. 2.000,- x 21 Tahun = Rp.

476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus

delapan puluh empat juta Rupiah);

Kerugian Immateriil, yang terdiri dari :
Bahwa selain kerugian materil PENGGUGAT juga mengalami kerugian
Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya perkara yang terjadi akibat harus
mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT | dan TERGUGAT Il tersebut
yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk
kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGGUGAT mohon untuk dapat
dikabulkan ganti rugi Immateriil sebesar Rp10.000.000.000, - (Sepuluh miliar
rupiah)
16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan
PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan
Negeri Tenggarong berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek
Sengketa;
17. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan perkara ini nantinya,
maka Penggugat memohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua Pengadilan
Negeri Tenggarong cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta milik Para
Tergugat baik berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan
Penggugat uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya;
18. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini nantinya, maka
Para Tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom)
sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai
untuk melaksanakan isi putusan perkara ini yang akan dihitung sejak Gugatan

ini didaftarkan hingga dilaksanakan putusan perkara ini;
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19. Bahwa oleh karena Penggugat akan mengajukan bukti-bukti yang
kuat dan benar yang tidak mungkin terbantahkan oleh Para Tergugat, maka
patut kiranya apabila Penggugat memohon putusan serta merta walaupun
ada upaya hukum banding maupun kasasi nantinya (Uit voorbaar bij vooraad);
Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, maka
Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri
Tenggarong cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut:
1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah secara Hukum,
terhadap Tanah Perwatasan seluas + 18.000 hektar yang terletak di Sanipah
(Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada
masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar
Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, dengan batas - batas
sebagai berikut :

- Sebelah Barat . Pipa Pertamina / BPM;

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
- Sebelah Timur . Laut;

- Sebelah Utara . Kecamatan Muara Jawa,

3. Menyatakan bahwa TERGUGAT | dan TERGUGAT Il telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum berupa tindakan menguasai tanah yang diikuti
dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cq. Vico
Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar
Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa
memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan terhadap pihak
yang berhak/ Pemilik (in casu PENGGUGAT);

4. Menghukum TERGUGAT | dan TERGUGAT Il untuk membayar Ganti Rugi
kepada PENGGUGAT baik secara materiil maupun imaterill yang terurai
sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIIL, yang terdiri dari :
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B Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah, yang menjadi Obyek Sengketa,
dengan penghitungan sebagai berikut :
> Luas Tanah milik PENGGUGAT : + 1419 Ha (Seratus
Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) (1.419.000 [] (meter
persegi));
> Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai dalam jual
beli di lokasi Tanah tersebut berada per [] (meter persegi ) = Rp
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) / [] (meter persegi)
Jadi Penghitungannya, adalah :
1.419.000 [J x Rp 350.000,- ( tiga ratus lima puluh ribu Rupiah )
> = Rp 493.150.000.000 ( Empat ratus sembilan puluh tiga
milyar seratus lima puluh juta Rupiah)
B Ganti Rugi sewa Tanah, dimana TERGUGAT | telah memakai
Tanah Milik PENGGUGAT vyaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai
dengan Gugatan aquo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016
terhitung + 21 Tahun
> Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha
= Rp. 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus lima
Puluh Ribu Rupiah)/ bulan;
> Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-
menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran adalah Per
1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta Rupiah) / bulan;
> Tanah milik PENGGUGAT vyang telah dimanfaatkan /
dikuasai oleh TERGUGAT | secara tanpa Hak, telah selama 21 (
dua puluh satu) Tahun = 252 bulan;
Jadi hitungan sewa tanah selama * 21 Tahun, Penghitungannya
adalah:
= 141,9 Ha x Rp.120.000.000,- ( Seratus dua puluh juta Rupiah) x
252 bulan= Rp 4.291.056.000.000 ( Empat Trilyun Dua ratus
sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh enam Juta Rupiah);
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m  Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidak
dipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu
sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung + 21
Tahun, dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun,
dimana 1 Kg seharga Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) menjadi
=141,9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000 Kg
Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp. 2.000,- x 21 Tahun = Rp.
476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar tujuh ratus
delapan puluh empat juta Rupiah);
KERUGIAN IMMATERIIL, yang terdiri dari :
Bahwa selain kerugian materil PENGGUGAT juga mengalami kerugian
Immateriil, yaitu berupa biaya — biaya perkara yang terjadi akibat harus
mengurus Perkara atas tindakan TERGUGAT | dan TERGUGAT Il tersebut
yang tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi untuk
kepastian hukum atas gugatan ini maka PENGGUGAT mohon untuk dapat
dikabulkan ganti rugi Immaterill sebesar Rp. 10.000.000.000, - (Sepuluh
miliar rupiah)
5. Meletakan Sita Jaminan terhadap Tanah yang menjadi Obyek Sengketa
aquo;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini
adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah
dan berharga;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu
meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi (uit voerbaar bijvoorraad);
9. Menghukum TERGUGAT | dan TERGUGAT Il untuk membayar semua
biaya-biaya yang timbul didalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (ex aequo et bono).
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk
Penggugat hadir KURSANI (Penggugat Prinsipal) bersama Kuasa Hukumnya,
Tergugat |, Tergugat Il dan Penggugat Intervensi masing-masing menghadap
Kuasa Hukumnya tersebult;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian
diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk TEOPILUS
PATIUNG, SH. MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai
Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 08 Februari
2017, dimana upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan
dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat |
telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa TERGUGAT | menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang
dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas
diakui kebenarannya dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT I ini.
Adapun Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT | ini kami ajukan dengan dasar-dasar
dan alasan-alasan sebagai berikut:
. DALAM EKSEPSI
Setelah mencermati Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT,
perkenankanlah TERGUGAT | menyampaikan beberapa cacat formil ataupun
pelanggaran formil yang TERGUGAT | temukan di dalam Gugatan;
Adapun cacat formil ataupun pelanggaran formil tersebut selengkapnya
TERGUGAT | sampaikan dalam eksepsi sebagai berikut:
A. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA
A.l. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS MAUPUN
KUALITAS HUKUM UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO
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(NON LEGITIMA PERSONA STANDI IN JuDICIO -
DISKUALIFIKASI IN PERSON) KARENA TANAH PERWATASAN
SELUAS + 18.000 (delapan belas ribu) HEKTARE YANG
TERLETAK DI SANIPAH (SAMBOJA) YANG DIAKUI OLEH
PENGGUGAT SEBAGAI MILIKNYA SEBENARNYA ADALAH
TANAH MILIK NEGARA
1. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT
mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari
Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan
Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa
itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/ diberikan Tanah
Perwatasan seluas + 18.000 (delapan belas ribu) hektare yang
terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan
Hak No0.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
- Sebelah Timur : Laut

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

2. Bahwa faktanya, pada zaman Sultan AM Parikesit telah
diberlakukan Rondscehrijven tanggal 16 September 1931
Nomor: 1677/3-ZB tentang ketentuan hak tanah untuk
perkebunan tanaman-tanaman yang bertahun (selanjutnya
disebut sebagai “Rondscehrijven”) yang terdiri dari 15 (lima
belas) butir (pasal) yang dijadikan pegangan (pedoman) bagi
Kepala Penjawat (Camat) dalam mengatur, mengurusi dan
menyelesaikan kasus-kasus tanah yang timbul dalam
masyarakat, dimana pada angka 10 Rondscehrijven tanggal 16
September 1931 Nomor: 1677/3-ZB telah dinyatakan bahwa:
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“seseorang jang tidak boleh mengingat peratoeran
dahoeloe kala jang menjatakan masing-masing rantau,
soengai, kolam atawa noesa dll. sebagai poesaka dari
nenek mojangnya, karena Pemerintah Keradjaan Koetai
telah tarik kembali hak-hak itoe dari orang-orang jang
dikaroenai dahoeloe”.
3. Bahwa ketentuan Rondscehrijven tanggal 16 September
1931 Nomor: 1677/3-ZB, telah mencabut dan menarik kembali
setiap tanah pemberian Sultan kepada masyarakatnya,
sehingga seandainya pun benar Sultan Muhammad Sulaiman
pernah memberikan tanah perwatasan + 18.000 (delapan belas
ribu) hektare kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta
(Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu QUOD NON, maka
dengan adanya Rondscehrijven tanggal 16 September 1931
Nomor: 1677/3-ZB, pemberian itu telah DICABUT DAN
DIHAPUSKAN.
4. Bahwa disamping telah dicabut dan dihapuskan berdasarkan
Rondscehrijven tanggal 16 September 1931 Nomor: 1677/3-ZB,
dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(selanjutnya disebut “UU Pokok Agraria”) maka tanah-tanah
bekas pemberian Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi
tanah Negara tanpa terkecuali. Hal ini dipertegas pula dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat | Kalimantan Timur Nomor 132 Tahun 1975 tentang
Penegasan Bidang Tanah-Tanah Yang Terletak Antara
Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas
18.000 Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang Tanah

Negara (selanjutnya disebut “SK Gubernur Kaltim Nomor
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132/1975") yang pada bagian Memutuskan — Menetapkan:

Pertama:

............ menegaskan bidang tanah seluas 18.000 HA,
yang terletak antara Kampung Labuhan Besar dan
Kampung Sigagu, Kecamatan Samboja, Kotamadya
Daerah Tingkat Il Samarinda, menjadi tanah yang
langsung dikuasai Negara....".

Selanjutnya dalam bagian Memutuskan — Menetapkan:

Keempat:

“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan
ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah
Tingkat Il Kutai tanggal 18 Mei 1956 No. A-131/D-2-
1963 yang terang-terang pemberiannya adalah
bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria
No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku.”

5. Bahwa pertimbangan diterbitkannya SK Gubernur Kaltim

Nomor 132/1975 ini adalah berdasarkan alasan-alasan sebagai

berikut:

a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai
dengan surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi
Makulawu adalah bersifat penguasaan atas sebagian wilayah
Kerajaan yang telah dihapuskan berdasarkan ketentuan
Rondschrijven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931
angka 10, sehingga dengan berlakunya UU Pokok
Agraria menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;

b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan
oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara
sebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar
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kenyataan mana adalah bertentangan dengan Undang-
Undang No.5 tahun 1960 pasal 10;
C. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930
hingga tahun 1966 sebagian tanah telah diusahakan oleh
penduduk serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan
yang dikelola Perhutani sesuai dengan Surat Keputusan
Menteri Agraria tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963,
maka tuntutan ahli waris Andi Makulawu atas tanah
tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang No.56/Prp tahun 1960 dan
peraturan-peraturan pelaksanaannya;
d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka
perlu ditegaskan bahwa bidang tanah tersebut menjadi
tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
(d) Peraturan Pemerintah N0.224/1961, untuk ditetapkan
penggunaannya lebih lanjut oleh Pemerintah;
6. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan
saat ini tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama
PENGGUGAT maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan
sebagai dasar bagi PENGGUGAT untuk membuktikan hak atas
kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 UU Pokok Agraria, sehingga dengan tidak adanya alas
hak kepemilikan yang sah atas tanah perwatasan tersebut,
maka secara hukum PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas
hukum untuk mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah
objek sengketa (non legitima persona standi in judicio);
7. Bahwa salah satu dokirin hukum acara perdata telah
mengajarkan bahwa untuk mencegah agar setiap orang tidak
asal saja mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka menurut
Star Busman sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo,
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hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai
dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar
gugatan (Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia, Edisi Keempat, Cetakan 1, Yogyakarta; Liberty, 1993,
halaman 38-39);
8. Bahwa kualitas atau kepentingan PENGGUGAT merupakan
asas umum yang menimbulkan hak bagi seseorang untuk
mengajukan tindakan hukum, sesuai dengan adagium “tiada
kepentingan, tiada gugatan”, yang berarti bahwa bila tidak ada
kepentingan yang berkaitan langsung tidak dibenarkan
mengajukan gugatan, yang dikenal dengan istilah “point
d’interest, point d’action” (Perancis), atau “No interest, no action”
(Inggris) atau “Nemo Judex, sine acti” (Latin). Sehingga apabila
subyektum tidak nyata-nyata berwenang atau tidak berhak
mengajukan gugatan, maka yang bersangkutan dipandang tidak
memiliki kepentingan guna mengajukan gugatan;
9. Bahwa lebih lanjut, menurut M. Yahya Harahap dalam
bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 111, menyatakan
bahwa:
“tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang
disengketakan:
...... yang bukan pemilik, menggugat pembayaran sewa
atau harga barang. Gugatan yang diajukan oleh orang
yang tidak berhak atau tidak memiliki hak untuk itu,
merupakan gugatan yang mengandung cacat formil
error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona
yaitu pihak yang bertindak sebagai penggugat adalah
yang tidak punya syarat untuk itu.”
Bahwa karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk
mengajukan gugatan (non legal persona standi in judicio) maka
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Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah diajukan

tanpa hak dan tanpa kepentingan serta mengandung cacat

secara formil berupa diskualifikasi in person sehingga adalah

patut jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard), hal ini sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober

1973, VYurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639
K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 dan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Rl Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggal 28 Mei 1998;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 442 KI/Sip/1973 ta
Oktober 1973:

‘gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugata
dinyatakan tidak dapat diterima”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975 tangga
1977:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum
objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”.
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 2961 K/Pdt/1993 tanggz
1998:

“bahwa salah satu prinsip fundamental atas sahnya suatu gugatan secar
gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak
PENGGUGAT. Menurut Hukum Acara, orang yang memiliki k
mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orar
mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan Objek gugat
disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak me
kapasitas untuk memperkarakan sesuatu, maka gugatan mengandut
hukum dan gugatan dinyatakan mengandung cacat error in person dalar
dan kualifikasi in person, dan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT
harus dinyatakan tidak dapat diterima’.
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Karena PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas untuk
mengajukan gugatan (non legal persona standi in judicio)
maka Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo telah
diajukan tanpa hak dan tanpa kepentingan sehingga adalah
patut jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard).

A.2. PENGGUGAT SALAH DALAM MENYEBUTKAN IDENTITAS
TERGUGAT |

10. Bahwa PENGGUGAT baik di dalam Surat Kuasa

Khusus maupun di dalam Gugatannya telah menarik pihak

sebagai TERGUGAT | adalah:

“1. PT. VICO INDONESIA, beralamat kantor cabang JI.
Cendrawasih No. 1, Muara Badak, Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya
disebut sebagai ...............c.cooiiiiiiiiiseiiai,
TERGUGAT I’

11. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT | oleh

PENGGUGAT adalah salah dan keliru, karena TERGUGAT |

bukanlah sebuah badan hukum yang berbentuk “PT” atau

“PERSEROAN TERBATAS” sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

Terbatas;

12. Bahwa penyebutan identitas TERGUGAT | sebagai

PT VICO INDONESIA merupakan sebuah kesalahan fatal

karena pada faktanya berdasarkan akta pendirian perusahan,

identitas TERGUGAT | bukanlah PT VICO INDONESIA,
melainkan sebuah korporasi yang didirikan di Negara Bagian
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Delaware, Amerika Serikat yang bernama “VIRGINIA
INDONESIA CO., LLC"., dan alamat TERGUGAT | bukanlah di

Muara Badak Kalimantan Timur, melainkan di Wisma Mulia

Lantai 48-49, Jalan Jenderal Gatot Subroto No.42, Jakarta

12710;

13. Bahwa penyebutan identitas secara benar dalam
gugatan merupakan syarat formil keabsahan dari suatu
gugatan, sama halnya dengan penulisan nama orang, penulisan
korporasi atau badan hukum yang harus lengkap dan jelas

sesuai dengan nama sesungguhnya berdasarkan nama yang
disebutkan dalam anggaran dasar atau dokumen resmi
perusahaan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/Sip/1976 tanggal 20
Oktober 1976 yang mengandung kaidah hukum bahwa gugatan

yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena

adanya kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet
onvankelijke verklaard), oleh karenanya patut jika Majelis

Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard),

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 447 KiSip/1976 tan
Oktober 1976:

“gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karene
kekeliruan, harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verkla

A.3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS
CONSORTIUM)
14. Bahwa di dalam butir 7 halaman 4 Gugatan,
PENGGUGAT telah mendalilkan:
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“bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian

tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden

Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu *

141.9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu Koma

Sembilan Hektare), telah dikuasai secara tanpa Hak,

dan selanjutnya dibangun pabrik pengolahan

minyak oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi Negara (Pertamina) Cq. Vico Indonesia

Balikpapan”;
15. Bahwa sebelum TERGUGAT | membahas mengenai
tidak jelasnya objek sengketa maupun dasar perhitungan luas
tanah seluas * 141.9 Ha (seratus empat puluh satu koma
sembilan hektare) yang diklaim oleh PENGGUGAT, perlu
TERGUGAT | sampaikan bahwa penguasaan TERGUGAT |
atas tanah-tanah yang terletak di Kecamatan Samboja maupun
Kecamatan Muara Jawa (batas-batas tanah yang diklaim
sebagai milik PENGGUGAT) didapatkan oleh TERGUGAT |
melalui proses pembebasan dari pemilik asal, yang dilakukan
dengan melibatkan aparat pemerintah terkait dan dilakukan
sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
16. Bahwa karena PENGGUGAT hanya menggugat
TERGUGAT | dan TERGUGAT Il saja sebagai pihak dalam
Gugatan tanpa ikut menarik para pemilik asal yang telah
melepaskan hak atas tanah-tanahnya kepada TERGUGAT |
sebagai pihak dalam Gugatan, maka Gugatan PENGGUGAT
menjadi kurang pihak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151 K/Sip/1975
tanggal 13 Mei 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975,
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
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1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2752 K/Pdt/1983

tanggal 12 Desember 1984;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 151 K/Sip/1975 tangga
1975:

“Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) ma
yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik
Tergugat”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1078 KISIP/1972 tan
Nopember 1975:

“seharusnya Paultie Pinontoan itu diikutsertakan dalam perkara, sebac
yang telah menjual tanah tersebut kepada Penggugat”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 1125 K/Pdt/1984 tan
September 1983:

“semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perole.
Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat -l kepada Tergugat -
ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Qji mempunyai urgen:
membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa sei
hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat —I".

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2752 K/Pdt/1983 tan
Desember 1984:

“secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara (
Tergugat”.

17. Bahwa disamping apa yang telah TERGUGAT |
uraikan dalam butir 16 di atas, perlu juga untuk TERGUGAT |
sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut “UU Migas”)
maupun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2004 tentang Kegiatan Hulu Minyak Dan Gas Bumi
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(selanjutnya disebut “PP 35/2004") kedudukan TERGUGAT |
hanyalah sebagai kontraktor yang diberikan wewenang
untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu
wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan
Badan Pelaksana, yang dalam hal ini adalah Satuan Kerja
Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi
(selanjutnya disebut “SKK Migas”);
18. Bahwa Pasal 78 ayat 1 PP 35/2004 telah
menentukan dengan tegas:
“seluruh barang dan peralatan yang secara langsung
digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli
Kontraktor  menjadi  miliklkekayaan  negara  yang
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh
Badan Pelaksana”.
Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa barang-barang
berupa tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT I
dari para pemilik asal sebagaimana dimaksud dalam butir 15
dan 16 di atas secara otomatis dan seketika menjadi
milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh
Pemerintah Republik Indonesia dan pengelolaannya
dilakukan oleh SKK Migas, sehingga PENGGUGAT
seharusnya juga ikut menarik Pemerintah Republik Indonesia
selaku pemilik tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut dan
juga SKK MIGAS selaku pengelola tanah-tanah yang telah
dibebaskan tersebut sebagai pihak dalam Gugatan;
Kedudukan TERGUGAT | hanyalah sebagai kontraktor yang d
wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pad
wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan SKK Mi
tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh TERGUGAT | secara otom
seketika menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakul
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Pemerintah Republik Indonesia dan pengelolaannya dilakukan ol
Migas.

19. Bahwa jika kita uraikan kedudukan Pemerintah
Republik Indonesia, SKK Migas dan TERGUGAT | terhadap
tanah-tanah yang telah dibebaskan tersebut akan tergambar
kualitas dan kapasitas masing-masing pihak, sebagai berikut:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA _'TDEMILIK TANAH

SKK MIGAS PENGELOLA TANAH

——
TERGUGAT | KONTRAKTOR SKK
MIGAS

Dengan demikian jelas bahwa kedudukan TERGUGAT | yang

hanya sebagai kontraktor SKK Migas jauh lebih rendah status
bezit-nya (kedudukan berkuasanya) dibandingkan SKK Migas
selaku pengelola tanah atau bahkan Pemerintah Republik
Indonesia selaku pemilik tanah, sehingga adalah suatu kondisi
kekurangan pihak yang nyata (plurium litis consortium) jika
PENGGUGAT tidak ikut menarik SKK Migas maupun
Pemerintah Republik Indonesia sebagai pihak dalam Gugatan;

Bahwa karena PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT |
dan TERGUGAT Il saja tanpa menarik (i) para pemilik asal yang
telah melepaskan hak atas tanahnya kepada TERGUGAT |, (ii)
SKK Migas selaku pengelola tanah dan juga (iii) Pemerintah
Republik Indonesia selaku pemilik tanah sebagai pihak dalam
Gugatan, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil
dan tidak sah karena kurang pihak (plurium litis consortium) dan
bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983 dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 621
K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 oleh karena itu patut jika
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Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa Gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 1072 KI/Sip/1982 ta
Agustus 1983:

“suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas ¢
tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik
Tergugatnya adalah orang yang secara nyata-nyata benar menguasai/n
tanah yang disengketakan”.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 621 K/Sip/1975 tangga
1977:

‘ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai Tergugat tete
menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga
tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat (plur.
consortium)”.

Karena PENGGUGAT hanya menggugat TERGUGAT | dan TERG
saja tanpa ikut menarik (i) para pemilik asal yang telah melepaskan |
tanahnya kepada TERGUGAT |, (i) SKK Migas selaku pengelola ta
juga (iii) Pemerintah Republik Indonesia selaku pemilik tanah, sebac
dalam Gugatan, maka Gugatan PENGGUGAT menjadi cacat formil d
sah karena kurang pihak (plurium litis consortium);

B. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH KARENA
TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL
B.1. PENERIMA KUASA DIDUGA BUKANLAH LEMBAGA BANTUAN
HUKUM YANG SAH
20. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan
Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 10 Nopember 2016 yang tercatat
dalam register Perkara Perdata Nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg
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diajukan oleh PENGGUGAT dengan berdasarkan pada Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016 (selanjutnya
disebut “Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT"), dimana dalam
surat kuasa tersebut Sdr. KURSANI telah memberikan kuasa
kepada:
“LEMBAGA BANTUAN HUKUM WARGA JAYA
INDONESIA KALTIM beralamat kantor Komplek Ruko Mall
Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Damai Baru, Kota
Balikpapan, dengan anggota-anggota yaitu:
ALFIAN ASZHARI, S.H.
SAMPARA, S.H.
ALFONSO GULTOM, S.H.
AKBAR ALI AMIN, S.H.
Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA,”
21. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
(selanjutnya disebut “UU BAKUM") telah dijelaskan mengenai
apa itu Bantuan Hukum, siapa itu Pemberi Bantuan Hukum,
bagaimana mekanisme Penyelenggaraan Bantuan Hukum,
dengan definisi sebagai berikut:
Pasal 1 ayat 1 UU BAKUM:
“Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh
Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada
Penerima Bantuan Hukum”.
Pasal 1 ayat 3 UU BAKUM:
“Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum
atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan
Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
Pasal 1 ayat 4 UU BAKUM:

Halaman 28 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia”.
Pasal 6 ayat 2 UU BAKUM:
“Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan
Hukum diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh
Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”.
Pasal 6 ayat 3 UU BAKUM:
“Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
a. Menyusun dan menetapkan kebijakan
penyelenggaraan Bantuan Hukum;
b. Menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum
berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
c. Menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
d. Mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel; dan
e. Menyusun dan menyampaikan laporan
penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan
Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran”.
Pasal 7 ayat 1 UU BAKUM:
“Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3), Menteri berwenang:
a. Mengawasi dan dan memastikan penyelenggaraan
Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum
dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam
Undang-Undang ini; dan
b. Melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap
Lembaga Bantuan Hukum atau  organisasi
kemasyarakatan untuk memenuhi kelayakan sebagai
Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Undang-
Undang ini”.
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Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf b UU BAKUM:
“Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan
menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau
organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan
Hukum”.
Sebagai tindak lanjut atas UU BAKUM, Pemerintah Republik
Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara
Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan
Hukum (selanjutnya disebut “PP BAKUM”), dimana pada Pasal
4 telah ditentukan bahwa:
“Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi
Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:
a. Berbadan hukum;
b. Terakreditasi;
c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d. Memiliki pengurus; dan
e. Memiliki program Bantuan Hukum.
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas jelas bahwa
suatu Lembaga Bantuan Hukum untuk dapat memberikan
layanan Bantuan Hukum harus mengacu dan berdasarkan UU
BAKUM dimana untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi
Bantuan Hukum, Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi
kemasyarakatan tersebut salah satunya harus telah
TERAKREDITASI oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
22, Bahwa sebagai pelaksanaan atas ketentuan
Akreditasi dalam UU BAKUM, Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia telah melakukan verifikasi dan akreditasi serta
menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
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Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03

Tahun 2016 tentang Lembagal/Organisasi Bantuan Hukum

Yang Lulus Verifikasi Dan Akreditasi Sebagai Pemberi
Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018 dimana
berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak

Asasi Manusia RI tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Warga

Jaya Indonesia Kaltim yang beralamat kantor Komplek Ruko

Mall Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Damai Baru, Kota
Balikpapan TIDAK TERDAFTAR sebagai Lembaga Bantuan

Hukum yang terverifikasi maupun terakreditasi berdasarkan UU
BAKUM,;

Berdasarkan Lampiran Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi |
Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.HN.03.03 Tahun 2016
Lembagal Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi Dan Al
Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2016 S.D. 2018, L
Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim yang beralama
Komplek Ruko Mall Fantasi Blok B No.17 RT.09, Kelurahan Dam
Kota Balikpapan TIDAK TERDAFTAR sebagai Lembaga Bantuan
yang terverifikasi maupun terakreditasi berdasarkan UU BAKUM.
23. Bahwa karena Lembaga Bantuan Hukum Warga

Jaya Indonesia Kaltim tidak memenuhi syarat sebagai Pemberi
Bantuan Hukum berdasarkan UU BAKUM, maka Pemberian
Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum

Warga Jaya Indonesia Kaltim kepada PENGGUGAT adalah

TIDAK SAH. Dan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT yang

dibuat oleh Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia

Kaltim tersebut adalah CACAT FORMIL dan TIDAK SAH dan

tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan
Gugatan dalam perkara a quo, oleh karenanya berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 551Ki/Sip/1976
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tanggal 22 Mei 1978 sudah sepatutnya jika Majelis Hakim

yang mulia menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 551K/Sip/1976 tangga
1978:

“Karena Surat Kuasa Penggugat tidak memenubhi syarat-syarat yang ditei
oleh undang-undang sehingga formalitas dalam mengajukan gugatan tidt
terpenuhi, maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima”.

B.2. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MENYEBUT SECARA
RINGKAS DAN KONKRET POKOK DAN OBJEK SENGKETA
YANG DIPERKARAKAN;

24, Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan
Tuntutan Ganti Rugi tertanggal 10 Nopember 2016 yang tercatat
dalam register Perkara Perdata Nomor: 65/Pdt.G/2016/PN.Trg
diagjukan oleh TERGUGAT dengan berdasarkan pada Surat
Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2016, dimana pada

bagian khususnya tertulis sebagai berikut:

KHUSUS
Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili sebagai

PENGGUGAT, mengajukan gugatan Perbuatan Melawan
Hukum di tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah
(Samboja), Kabupaten Tenggarong, di Pengadilan Negeri
Tenggarong terhadap:
1. PT. VICO INDONESIA, beralamat kantor cabang di
J. M.T. Haryono No.100, Balikpapan. Untuk selanjutnya
disebut sebagal ..............coiiiiiiiiiii
TERGUGAT I;
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2. PT. PERTAMINA PERSERO, Pemerintah Republik
Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq
Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan yang
berkedudukan / beralamat di Jl. Yos Sudarso atau setempat
dikenal dengan Jl. Minyak Balikpapan, Kalimantan Timur.
Untuk selanjutnya disebut sebagai ..........ccccccvveueuan.
.................. TERGUGAT II;
25. Bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971 Jo.
SEMA No. 6 Tahun 1994 disebutkan bahwa syarat Surat Kuasa
Khusus adalah sebagai berikut:
1. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa,

untuk berperan di pengadilan;

2. Menyebut Kompetensi relatif;
3. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
4, Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan

objek sengketa yang diperkarakan.
Bahwa syarat-syarat Surat Kuasa Khusus tersebut di atas
bersifat kumulatif, yang artinya dalam pembuatan surat kuasa
khusus harus terpenuhi seluruh syarat tersebut. Tidak
dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan Surat Kuasa
Khusus Cacat Formil Dan Tidak Sah;
26. Bahwa apabila melihat dan membaca secara
seksama Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT maka terlihat jelas
bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut tidak
memenuhi syarat-syarat surat kuasa khusus sebagaimana
ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun
1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994 karena tidak menyebut
secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang

diperkarakan. Hal ini dapat terlihat dari:
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1. Tidak disebutkannya secara konkret peristiwa hukum
yang menjadi pokok perkara (feitelike ground) maupun
hubungan dengan fakta hukum (rechtelijke ground) yang
terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT | dan
TERGUGAT Il sehingga mengakibatkan munculnya Gugatan
a quo (sebagai contoh: “....mengajukan Gugatan Perbuatan
Melawan Hukum atas penyerobotan/penguasaan tanpa hak
tanah milik Pemberi Kuasa......”);
2. Tidak disebutkannya tanah PENGGUGAT yang
terletak di Sanipah (Samboja), Kabupaten Tenggarong yang
dimana letak pastinya, berapa luasnya dan apa saja batas-
batas dari tanah yang menjadi objek sengketa tersebut;
27. Bahwa Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak
memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1
Tahun 1971 Jo. SEMA No.6 Tahun 1994, karena tidak
menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek
sengketa yang diperkarakan, maka dengan demikian Surat
Kuasa Khusus PENGGUGAT Cacat Formil dan Tidak Sah
sehingga formalitas dalam mengajukan Gugatan tidak terpenuhi
dan oleh karenanya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Rl Nomor 551K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 sudah
sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard);
Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT tidak memenuhi syarat-
syarat surat kuasa khusus sebagaimana ditentukan oleh
Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo. SEMA
No.6 Tahun 1994 karena tidak menyebut secara ringkas dan
konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan.
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B.3. LETAK OBJEK SENGKETA YANG DISEBUTKAN DALAM
SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT SECARA NOTOIR
TIDAK PERNAH ADA

28. Bahwa di dalam Surat Kuasa Khususnya,
PENGGUGAT menyebutkan letak objek sengketa adalah
sebagai berikut:

‘tanah milik Pemberi Kuasa terletak di Sanipah

(Samboja), Kabupaten Tenggarong.
Bahwa letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat
Kuasa Khusus PENGGUGAT tersebut tidak pernah ada, karena
adalah suatu fakta notoir (yang diketahui umum dan tidak perlu
pembuktian lebih lanjut) bahwa sampai dengan saat ini
KABUPATEN TENGGARONG TIDAK PERNAH ADA, yang
ada adalah Kabupaten Kutai Kartanegara;
29. Bahwa karena letak objek sengketa yang disebutkan
dalam Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT secara nyata dan
notoir tidak pernah ada maka ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR
dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 1971
Jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 khusushya yang mensyaratkan
disebutkannya objek sengketa yang diperkarakan menjadi tidak
terpenuhi dan menjadikan Surat Kuasa Khusus PENGGUGAT
Cacat Formil dan Tidak Sah sehingga formalitas dalam
mengajukan Gugatan tidak terpenuhi dan oleh karenanya
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
551K/Sip/1976 tanggal 22 Mei 1978 sudah sepatutnya jika
yang mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan
PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
Verklaard),
Letak objek sengketa yang disebutkan dalam Surat Kuasa
PENGGUGAT tersebut tidak pernah ada, karena adalah suatu faki
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(yang diketahui umum dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut)
sampai dengan saat ini KABUPATEN TENGGARONG TIDAK PERN,
yang ada adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah TERGUGAT | uraikan

dalam poin B di atas, jelaslah bahwa Surat Kuasa Khusus

PENGGUGAT cacat formil dan tidak sah serta tidak memenuhi

ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No.1 Tahun 1971 Jo.

SEMA No.6 Tahun 1994 sehingga tidak dapat digunakan sebagai

dasar untuk mengajukan Gugatan dalam perkara a quo, oleh

karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mulia

untuk menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima

(Niet Onvankelijke Verklaard);

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR

(OBSCUUR LIBEL);

C.1. POSITA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR
30. Bahwa di dalam butir 1 dan butir 2 halaman 2
Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan:

“bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari Andi
Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm.)
Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi
Makawu Awu berdasarkan Salinan Surat Keputusan
Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar’ijah Balikpapan No.
37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi
Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi
Makawu Awu (Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H.
Andi Nurdin dan diketahui serta dibernarkan oleh Lurah
Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.

‘“bahwa Alm. Andi Kulasa, semasa hidupnya berkat jasa-
jasanya terhadap Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan
Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di
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Kerjaan Kutai di anugerahkan/ diberikan Tanah Perwatasan
seluas + 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja)
kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat
Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894
Akan tetapi Gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan, antara
lain:
1) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari Andi
Kulasa yang berhak atas Objek Warisan?
2) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli
waris Andi Kulasa?
3) Kapan pembagian warisan dari masing-
masing ahli waris Andi Kulasa dilakukan?
4) Berapa bagian warisan yang diperoleh
PENGGUGAT setelah pembagian warisan dilakukan?
5) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak
tanah yang menjadi bagian warisan PENGGUGAT?
6) Ada berapa dan siapa saja ahli waris dari
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah)
bin Andi Makawu Awu?
7) Berapa bagian waris dari masing-masing ahli
waris dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu?
8) Kapan pembagian warisan dari masing-
masing ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta
(Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu dilakukan?
9) Berapa bagian warisan yang diperoleh orang
tua PENGGUGAT (Andi Kulasa) setelah pembagian
warisan dilakukan?
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10) Jika warisannya berupa tanah, dimana letak tanah
yang menjadi bagian warisan orang tua PENGGUGAT
(Andi Kulasa)?

31. Bahwa kejelasan mengenai siapa-siapa yang berhak

atas objek warisan tersebut adalah penting karena di dalam

Petitum butir 2 halaman 10 Gugatan, PENGGUGAT meminta

kepada Majelis Hakim untuk:

“2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Pemilik sah
secara hukum, terhadap Tanah Perwatasan seluas *
18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang
telah diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang
pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.)
Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi
Makawu Awu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat: Pipa Pertamina / BPM

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja

- Sebelah Timur I Laut

- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa”.
Jika melihat Petitum tersebut seolah-olah PENGGUGAT
adalah SATU-SATUNYA AHLI WARIS dari Andi Kulasa
dimana Andi Kulasa adalah SATU-SATUNYA AHLI WARIS
dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu dan SATU-SATUNYA
orang yang berhak atas tanah perwatasan seluas + 18.000
(delapan belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah
(Samboja) tersebut, padahal faktanya tidak demikian.

32. Bahwa karena Gugatan PENGGUGAT tidak

menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak

atas objek warisan maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21
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September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai
Gugatan yang kabur (obscuur libel), oleh karenanya telah cukup

alasan jika Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa
Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet
Onvankelijke Verklaard).

Karena Gugatan PENGGUGAT tidak menyebutkan dengan jelas bel
siapa saja yang berhak atas objek warisan maka berdasarkan Yurisg
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1145 K/Pdt/1984 tar
September 1985 Gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugat:
kabur (obscuur libel).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 1145 K/Pdt/1984 tan
September 1985:

“gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa Ss:
berhak atas objek warisan, dikategorikan sebagai gugatan kabur,

dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan’”.

OBJEK SENGKETA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR;

33. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT
mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak kandung dari
Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris dari
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan
Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa
itu berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/ diberikan Tanah
Perwatasan seluas + 18.000 (delapan belas ribu) hektare yang
terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan
Hak No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;
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- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;

- Sebelah Timur : Laut;

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;
Di sisi lain dalam poin 7 halaman 4 Gugatan, PENGGUGAT
mendalilkan:

“bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah
peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu * 141.9 Ha (Seratus
Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah
dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun
pabrik  pengolahan minyak oleh Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Cq. Vico Indonesia Balikpapan’.
Akan tetapi PENGGUGAT di dalam Gugatannya sama sekali
tidak menjelaskan:
1) Di sebelah mana dari tanah peninggalan
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah)
bin Andi Makawu Awu letak tanah seluas + 1419 Ha
(seratus empat puluh satu koma sembilan hektare) yang
menjadi objek gugatan tersebut berada apakah di sebelah
barat, timur, utara atau selatan?
2) Bagaimanakah bentuk tanah tersebut, apakah
segi empat, segitiga, persegi panjang, trapesium atau
hanya garis?
3) Apa saja batas-batas tanah seluas + 141,9 Ha
(seratus empat puluh satu koma sembilan hektare) yang
menjadi objek gugatan tersebut?
Ditambah lagi, di dalam Gugatan PENGGUGAT
menyebutkan luas tanah obyek sengketa dengan
menggunakan tanda “+” (kurang lebih), sehingga tidak
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pasti berapa sebenarnya luas tanah objek sengketa,
apakah tepat 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma
sembilan hektare) atau jika kurang, berapa kurangnya
dan jika lebih, berapa lebihnya dari 141,9 Ha (seratus
empat puluh satu koma sembilan hektare)?.

34. Bahwa di dalam butir 2 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT
hanya menyebutkan tanah objek sengketa berada “di Sanipah
(Sambgja)”, namun tidak pernah disebutkan secara jelas dan
pasti mengenai nama jalan, desa, kecamatan dan kabupaten
yang menjadi lokasi tanah obyek sengketa, hal tersebut
mengakibatkan Gugatan PENGGUGAT menijadi tidak jelas dan
tidak pasti (eendeugedelijk en bepalde conclusie), sehingga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv.;

35. Bahwa di samping itu, mengingat PENGGUGAT mendalilkan
bahwa tanah objek sengketa seluas + 141,9 Ha (seratus empat
puluh satu koma sembilan hektare) merupakan bagian dari
tanah peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta
(Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu seluas *
18.000 Ha (delapan belas ribu hektare), maka PENGGUGAT di
dalam Gugatan seharusnya menjelaskan dan menunjukkan
SECARA TERANG, JELAS dan PASTI letak dari tanah
seluas * 1419 Ha (seratus empat puluh satu koma
sembilan hektare) yang PENGGUGAT klaim merupakan
bagian dari tanah seluas + 18.000 Ha (delapan belas ribu
hektare) tersebut. Apakah letak tanahnya berada di tengah-
tengah tanah seluas + 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare)
tersebut atau terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau
barat dari tanah seluas + 18.000 Ha (delapan belas ribu
hektare) dimaksud. Akan tetapi faktanya hal tersebut sama
sekali tidak terjelaskan di dalam Gugatan, bahkan dalam
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Gugatan a quo PENGGUGAT hanya menyebutkan batas-
batas tanah seluas + 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare)
yang bukan merupakan objek sengketa dalam perkara a
quo, sedangkan batas-batas maupun letak tanah seluas *
141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma sembilan
hektare) yang menjadi objek sengketa sama sekali tidak
disebutkan, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1159 K/Pdt/1983 tanggal 23
Oktober 1984 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979
Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak jelas dan kabur
(obscuur libel) dan oleh karenanya Gugatan tidak dapat
diterima;
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal
1979:
‘karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-bate
sengketa, gugatan tidak dapat duterima”.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1159 K/Pdt/1983 tan
Oktober 1984:
“gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas objek sengketa dir
obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima”.

36. Bahwa selain tidak jelas dan kaburnya letak dan batas-batas
objek sengketa yang diklaim PENGGUGAT, ukuran objek
sengketa seluas * 1419 Ha (seratus empat puluh satu
koma sembilan hektare) yang tercantum dalam Gugatan
pun TIDAK SAMA dengan luas tanah yang telah
dibebaskan oleh TERGUGAT | maupun TERGUGAT Il dari
pemilik asal yakni seluas lebih dari 700 Ha (tujuh ratus
hektare), sehingga semakin tidak jelas dan kabur mengenai
objek sengketa berupa tanah yang mana yang diklaim oleh
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PENGGUGAT, dan sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli

1973 maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang mulia
menyatakan bahwa Gugatan PENGGUGAT obscuur libel

dan oleh karenanya Gugatan dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tangg:i
1973:

"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama bat
dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugats
dinyatakan tidak dapat diterima”“.

C.3. PERHITUNGAN BESARNYA NILAI KERUGIAN PENGGUGAT
TIDAK JELAS DAN KABUR
37. Bahwa PENGGUGAT di dalam poin 7 halaman 4 Gugatan
mendalilkan:
“bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah
peninggalan (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu, yaitu * 141.9 Ha (Seratus
Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare), telah
dikuasai secara tanpa Hak, dan selanjutnya dibangun
pabrik  pengolahan  minyak oleh  Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
Cq. Vico Indonesia Balikpapan’.
Kemudian PENGGUGAT menuntut ganti rugi sebagai berikut:
(vide Posita Poin 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum Poin
4 halaman 9, 10, 11 Gugatan)
KERUGIAN MATERIIL, yang terdiri dari :
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. Ganti Rugi/ Pembebasan Tanah, yang
menjadi Obyek Sengketa dengan penghitungan sebagai
berikut :
»Luas Tanah milik PENGGUGAT: + 1419 Ha
(Seratus Empat Puluh Satu Koma Sembilan Hektare)
(1.419.000 m? (meter persegi))
> Berdasarkan Nilai Jual Tanah yang sering dipakai
dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per m?
(meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh
ribu Rupiah) / m? (meter persegi)
Jadi Penghitungannya, adalah :
1.419.000m2 x Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
Rupiah)
»>= Rp 493.150.000.000 (Empat ratus sembilan
puluh tiga milyar seratus lima puluh juta Rupiah)
. Ganti Rugi sewa Tanah, dimana
TERGUGAT | telah memakai Tanah Milik PENGGUGAT
yaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan Gugatan a
quo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung +
21 Tahun;
»Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah Per
1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan.
»Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-
menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga
pasaran adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus
dua puluh juta Rupiah) / bulan.
» Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan /
dikuasai oleh TERGUGAT | secara tanpa Hak, telah
selama 21 (dua puluh satu) Tahun = 252 bulan.
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Jadi hitungan sewa tanah selama * 21 Tahun,

Penghitungannya adalah:

=141.9 Ha x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta

Rupiah) x 252 bulan = Rp 4.291.056.000.000 (Empat

Trilyun Dua ratus sembilan Puluh satu Miliar lima Puluh

enam Juta Rupiah);
. Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya
diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut untuk
perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei
1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung + 21 Tahun,
dengan asumsi per hektar dapat menghasilkan 80
tonftahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,- (Dua ribu
rupiah) menjadi = 141,9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton =
11.352.000 Kg.
Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp 2.000,- x 21
Tahun = Rp 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh
enam milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta
Rupiah).”
Kerugian Immateriil, yang terdiri dari :
Bahwa selain kerugian materil PENGGUGAT juga
mengalami kerugian Immateriil, yaitu berupa biaya-biaya
perkara yang terjadi akibat harus mengurus Perkara atas
tindakan TERGUGAT | dan TERGUGAT Il tersebut yang
tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, akan tetapi demi
untuk kepastian hukum atas gugatan Iini maka
PENGGUGAT mohon untuk dapat dikabulkan ganti rugi
Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh miliar
Rupiah);
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38. Bahwa perhitungan besarnya nilai kerugian yang didalilkan
PENGGUGAT tersebut tidak jelas dan kabur. Hal ini didasarkan
pada fakta-fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

1) PENGGUGAT mendalikan bahwa TERGUGAT |
telah menguasai tanpa hak objek sengketa pada sekitar
bulan Mei 1995, kemudian PENGGUGAT menghitung
besarnya nilai ganti rugi sewa tanah dan ganti rugi
keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995, padahal
faktanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh
TERGUGAT | terhadap tanah-tanah pemilik asal terjadi
pada kurun waktu tahun 1981 sampai tahun 2016,
sehingga perhitungan besarnya nilai ganti rugi sewa tanah
dan ganti rugi keuntungan yang dihitung PENGGUGAT mulai
dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak beralasan dan kabur.
Karena rasionya, sebagai contoh: bagaimana mungkin
TERGUGAT | dibebani ganti rugi sewa tanah dan ganti
rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap
tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh TERGUGAT
pada tahun 2016.

2) PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai jual tanah
yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut
berada per m? (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu Rupiah)/m? (meter perseg) akan tetapi
PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar dari penentuan
harga tersebut apakah berasal dari Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) atau ada hasil perhitungan appraisalnya ataupun
berdasarkan survei harga yang dilakukan oleh instansi
yang berwenang. Bahwa penentuan harga sebesar Rp
350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah) yang didalilkan
PENGGUGAT sebagai nilai jual tanah yang sering dipakai
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dalam jual beli di lokasi tanah tersebut adalah bersifat
sepihak dan tidak cukup beralasan, sehingga sudah
sepatutnya ditolak;
3) Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang
PENGGUGAT dalilkan pada halaman 10 (sepuluh) Gugatan
kontradiktif satu sama lain, dimana di satu sisi PENGGUGAT
menyatakan bahwa:
> Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah
Per 1 Ha = Rp 93.750.000 (Sembilan Puluh Tiga Juta
Tujuh Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;
Sementara di sisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa:
> Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-
menyewa di lokasi tanah tersebut sesuai harga pasaran
adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh
juta Rupiah) / bulan.
4) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah,
PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT | telah memakai
tanah milik PENGGUGAT vyaitu sejak tanggal 1 Mei 1995
sampai dengan Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan
pada Tahun 2016 terhitung £ 21 Tahun = 252 (dua ratus lima
puluh dua) bulan sehingga hitungan sewa tanah selama + 21
(duapuluhsatu) Tahun, Penghitungannya adalah = 141.9 Ha
x Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252
bulan = Rp 4.291.056.000.000 (Empat Trilyun Dua Ratus
Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa
PENGGUGAT mendalilkan harga sewa tanah tersebut
pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,-
(seratus dua puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada
tahun 1995 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua
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puluh dua juta Rupiah) hal ini tentu tidak wajar dan tidak
berdasar, karena memunculkan pertanyaan harga sewa
sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua puluh juta
Rupiah per bulan per hektare) itu adalah harga sewa tahun
berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau
harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak
berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya
sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut
pembayaran sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995
dengan menggunakan harga sewa tanah tahun 2016;

5) Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan,
PENGGUGAT menuntut ganti rugi keuntungan yang
seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan
tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak
tanggal 1 Mei 1995 sampai dengan tahun 2016 terhitung +
21 (duapuluhsatu) Tahun, dengan asumsi per hektar dapat
menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1 Kg seharga Rp 2.000,-
(dua ribu rupiah) menjadi = 141,9 Ha x 80 ton Per Ha =
11.352 ton =11.352.000 Kg.;

Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp 2.000,- x 21 Tahun
= Rp 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam
milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).”
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa
PENGGUGAT mendalilkan harga 1 Kg (satu Kilogram)
ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp
2.000,-/Kg (dua ribu per Kilogram) dan begitu juga pada
tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong)
adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak wajar
dan tidak berdasar karena memunculkan pertanyaan harga 1
Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua
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ribu Rupiah) itu adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu
adalah harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada
tahun 2016 atau harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong)
yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak berubah
sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh
Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut
pembayaran perhitungan ganti rugi keuntungan yang
seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan
tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun
1995 dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram)
ketela (singkong) pada tahun 2016;

6) Bahwa di dalam tuntutan kerugian immaterill,
PENGGUGAT menuntut kepada Pengadilan untuk
mengabulkan  ganti  rugi Immateril sebesar Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), akan tetapi
PENGGUGAT sama sekali tidak merincikan perhitungan
bagaimana kerugian materiil sebesar Rp 10.000.000.000,-
(sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul, sehingga patut
kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut ditolak;

39. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT | pada butir 38 di atas,
terbukti  bahwa perhitungan besarnya nilai  kerugian
PENGGUGAT tidak jelas dan kabur, sehingga berdasarkan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April 1997 dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 117K/Sip/1975
tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya bagi Majelis Hakim yang
mulia menyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian tersebut
DITOLAK, atau setidak-tidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Onvankelijke Verklaard);
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Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal
1997:
"Bahwa ganti rugi yang didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dik
bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci beberapa besarnya ¢
yang diminta.”
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 117K/Sip/1975 tanggal
1971:
“Suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumny:
Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ¢
yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan n
jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadai
Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tida
dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”
C.4. OBJEK SITA JAMINAN TIDAK JELAS DAN TIDAK TERTENTU

40. Bahwa di dalam Posita butir 16 halaman 8 dan Petitum butir 6
halaman 11 Gugatannya, PENGGUGAT telah meminta kepada
Pengadilan Negeri Tenggarong untuk berkenan meletakkan Sita
Jaminan terhadap Objek Sengketa.

41. Bahwa Objek yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak jelas
dan tidak tertentu karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya
tidak menyebutkan tanah yang mana, dimana letak pastinya,
apa saja yang menjadi batas-batasnya yang dimintakan Sita
Jaminan.

42. Bahwa ketidakjelasan dan ketidaktentuan Objek yang
dimintakan Sita Jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada
Posita butir 17 halaman 8 Gugatan dimana PENGGUGAT
memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong
cg Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan
meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta
milik TERGUGAT | dan TERGUGAT Il baik berupa benda tetap

Halaman 50 dari Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2016/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun benda bergerak yang akan Penggugat uraikan didalam
surat permohonan sita jaminan nantinya. Ketidakjelasannya
disebabkan karena PENGGUGAT tidak menjelaskan secara
rinci harta milik TERGUGAT | dan TERGUGAT I, baik
berupa benda tetap maupun benda bergerak yang mana
yang PENGGUGAT mintakan Sita Jaminan, ditambah lagi
PENGGUGAT baru akan menguraikannya di dalam surat
permohonan sita jaminan nantinya, hal ini jelas membuat
permohonan sita jaminan dalam Gugatan a quo menjadi tidak
jelas dan tidak tertentu (een duidelijke en bepaalde conclusive)
sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ry;

Objek yang dimintakan Sita Jaminan tidak jelas dan tidak tertentu

PENGGUGAT di dalam Gugatannnya tidak menyebutkan tanah yang

dimana letak pastinya, apa saja yang menjadi batas-batasnya

dimintakan Sita Jaminan.
Banyaknya kekaburan dalam Gugatan PENGGUGAT
sebagaimana diuraikan di atas telah membuat Gugatan
PENGGUGAT menjadi tidak jelas dan tidak rasional, disamping
itu juga telah menyulitkan TERGUGAT | dalam memberikan
jawaban atas tuduhan-tuduhan yang didalilkan PENGGUGAT,
Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi sebagaimana yang telah TERGUGAT | uraikan
di atas, terlihat dengan jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT cacat
baik secara formil maupun materiil sehingga sudah sepatutnya dan cukup
beralasan bagi Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan memutus
perkara ini menyatakan bahwa GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT
DITERIMA (Niet Onvankelijk Verklaard).
Il. DALAM POKOK PERKARA
43. Bahwa dalil-dalil yang sudah diuraikan oleh TERGUGAT | dalam Eksepsi
di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan
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menjadi kesatuan yang utuh (komprehensif integral) dengan dalil-dalil
pokok perkara;

44, Bahwa TERGUGAT | menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang
dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali yang secara
tegas diakui kebenarannya dan tertulis dalam Eksepsi dan Jawaban
TERGUGAT I ini;

45. Bahwa TERGUGAT | menolak dengan tegas dan membantah seluruh
dall PENGGUGAT di dalam Gugatan yang menyatakan bahwa
PENGGUGAT adalah pihak yang benar-benar berhak terhadap tanah
yang dikuasai secara tanpa Hak oleh TERGUGAT |, karena
PENGGUGAT lah yang merupakan Ahli Waris dari (Alm.) Andi Makulawu
Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan
Salinan Surat Keputusan Pengadilan Agama / Mahkamah Sjar’ijah
Balikpapan No. 37 / 1965 tertanggal 6 Juli 1965 dan Silsilah Andi
Makulawu Petta Sanipah (Gelar Raden Karta) bin Andi Makawu Awu
(Datuk Lapadjung) yang dibuat oleh H. Andi Nurdin dan diketahui serta
dibenarkan oleh Lurah Kuala Samboja tertanggal 10 Februari 2012.

46. Bahwa walaupun Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, namun
untuk menjawab segala tuduhan yang PENGGUGAT sampaikan dalam
Gugatan, TERGUGAT | akan mencoba memahami isi dari Gugatan
PENGGUGAT.

Dalam Gugatan, PENGGUGAT pada intinya mengklaim sebagai pemilik
sah secara hukum, terhadap tanah perwatasan seluas + 18.000 (delapan
belas ribu) hektare yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah
diberikan oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa
di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak
No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM;

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;
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- Sebelah Timur : Laut;

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;
Dan menuduh TERGUGAT | dan TERGUGAT Il telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum berupa menguasai sebagian tanah
PENGGUGAT seluas * 141,9 Ha (seratus empat puluh satu koma
sembilan hektare) sejak tanggal 1 Mei 1995 secara tanpa hak yang diikuti
dengan pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cgq.
Vico Indonesia Balikpapan dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi
| melakukan Pembebasan terhadap pihak yang berhak/ Pemilik ( in casu
PENGGUGAT);

47. Bahwa TERGUGAT | mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia bahwa
berdasarkan fakta-fakta yang telah TERGUGAT | uraikan di atas telah
terbukti secara nyata bahwa objek sengketa adalah Tanah Milik
Negara, yang mana atas tanah tersebut sebelumnya oleh TERGUGAT |
maupun TERGUGAT Il telah dilepaskan haknya dari pemilik asal dengan
pemberian ganti kerugian yang telah dilakukan sesuai ketentuan
perundangan yang berlaku;

Adapun fakta-fakta tersebut diatas akan TERGUGAT | jelaskan secara lebih
rinci sebagai berikut:

A. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HAK ATAS TANAH OBJEK

SENGKETA;

48. Bahwa di dalam Posita butir 1 dan 2 halaman 2 Gugatan,
PENGGUGAT mendalilkan bahwa PENGGUGAT adalah anak
kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah seorang ahli waris
dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu yang berkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan
Kutai, maka oleh Sultan Muhammad Sulaiman yang pada masa itu
berkuasa di Kerajaan Kutai dianugerahkan/diberikan Tanah

Perwatasan seluas = 18.000 (delapan belas ribu) hektare yang
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terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan Surat Penyerahan Hak
No.85 Tahun 1894, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM,;

- Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja;

- Sebelah Timur : Laut;

- Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa;
Selanjutnya pada Posita butir 3 halaman 2 Gugatan, PENGGUGAT
mendalilkan:

“Bahwa terhadap penyerahan/pemberian Tanah Perwatasan
oleh Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar
Raden Karta (R. Peta Sanipah) bin Andi Makawu Awu
sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak No. 85
Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh
Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah
Istimewa Kutai sesuai Surat Pernyataan/Pengakuan
Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta
Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana Samboja
tertanggal 1 Januari 1956.

49. Bahwa pernyataan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah tentu harus
dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut,
tidak sekedar berdasarkan klaim semata dan bukti kepemilikan atas
tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana yang telah ditentukan
oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah (selanjutnya disebut dengan “PP Pendaftaran Tanah”),
khususnya Pasal 32 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 ayat (1) PP Pendaftaran Tanah :

“(1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan
data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik
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dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada
dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.”
50. Bahwa ketika PENGGUGAT menyatakan sebagai pemilik dari tanah
objek sengketa maka seharusnya PENGGUGAT memiliki bukti
kepemilikan atas tanah tersebut yaitu berupa bukti SERTIFIKAT
karena apabila PENGGUGAT tidak mampu menunjukkan bukti
kepemilikan berupa Sertifikat atas tanah objek sengketa, maka kami
mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak
seluruh Gugatan PENGGUGAT;
Pernyataan PENGGUGAT sebagai pemilik tanah objek sengketa ha
dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut ¢
bukti kepemilikan atas tanah yang sah adalah Sertifikat sebagaimana ya
telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tente
Pendaftaran Tanah.
51. Bahwa TERGUGAT | menolak dengan tegas dalii PENGGUGAT
yang pada pokoknya menyatakan memperoleh tanah obyek
sengketa berdasarkan penganugerahan/penyerahan/pemberian
(hibah) Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai mengacu pada Surat
Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya diperkuat
dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa
pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana
Samboja tertanggal 1 Januari 1956, karena FAKTANYA,
seandainya-pun benar penganugerahan/ penyerahan/ pemberian
(hibah) tanah perwatasan (lazim dikenal dengan sebutan “Grant
Sultan™) tersebut benar terjadi, penganugerahan / penyerahan /
pemberian (hibah) tersebut telah DICABUT oleh Sultan Kutai
Kartanegara berdasarkan:
a. Rondschrijven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931,

dimana pada angka 10 menyebutkan:
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“Seseorang tidak boleh mengingat peratoeran dahoeloe kala,
jang menjatakan masing-masing ada mempoenjai rantaoe,
soengai, kelan atau noesa, dll sebagai poesaka dari nenek
mojangnja, karena pemerintah keradjaan Koetai telah tarik
kembali hak-hak itoe dari orang-orang jang dikaroeniai
dahoeloe”;
b. Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10
September 2011 yang pada substansinya menyatakan:
- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan Rondschrijven No. 1677/3-
ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-
tanah pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya UU Pokok Agraria maka tanah-tanah
bekas Kerajaan Kutai Kartanegara langsung menjadi Tanah
Negara tanpa terkecuali. Setiap orang yang memiliki tanah
(pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian) harus
mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan
dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960
tentang Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah
tersebut harus digarap secara aktif dan tidak boleh
diterlantarkan.
Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 dan Surat Pernyataan/Pel
Sultan A.M. Parikesit di masa pemerintahannya serta Surat Ket
Camat/Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956 yang dia
PENGGUGAT sebagai bukti penganugerahan/ penyerahan/ pe
(hibah) tanah perwatasan Grant Sultan TELAH DICABUT dengan
Rondschrijven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931, dan
berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 (“UUPA”").
Bahwa selain fakta-fakta di atas masih terdapat fakta-fakta objektif
lain yang membuktikan adanya PENCABUTAN tersebut yakni surat-
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surat yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
maupun oleh Badan Pertanahan Nasional Rl yang pada intinya
menguatkan bahwa tanah Grant Sultan sudah dicabut/tidak berlaku,
setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai berikut:
a. Surat Bupati Kutai Kartanegara No.
000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal
Penegasan Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah
Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara;
b. Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara No. 168/64.02.300/7/X1/2013 tanggal 1 November
2013 perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara Il yang
menegaskan bahwa tanah Grant Sultan telah dicabut;
c. Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No.
570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon
penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant
Sultan di Kerajaan Kutai;
Sehingga seandainya-pun PENGGUGAT tetap mengklaim
merasa berhak atas tanah obyek sengketa (quod non)
berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan
legalitas semua tanah Swapraja atau bekas Swapraja
(termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih
menjadi Tanah Negara. Dengan demikian, hak PENGGUGAT
untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur dengan
sendirinya, sehingga sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang
mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
Berdasarkan ketentuan KEEMPAT Huruf A UUPA terhitung sejak berlal
UUPA, eksistensi dan legalitas semua tanah Swapraja atau bekas Swv:
(termasuk Tanah Grant Sultan) telah dihapuskan dan beralih menjadi -

Negara.
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53. Bahwa TERGUGAT | menolak dengan tegas dalil Posita butir 5
halaman 3 Gugatan PENGGUGAT yang menyatakan:
"Bahwa pada tanggal terhadap tanah a quo oleh Kantor
Agraria Daerah Kutai Tenggarong telah diterbitkan Surat
Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 ... (dst)
Berdasarkan Surat a quo, yang dikeluarkan oleh
Lembaga/instansi Negara yang mengurusi masalah
pertanahan, telah terbukti bahwasannya Negara melalui
Lembaga/instansi Negara yang berwenang menangani
masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan
terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo”.
Karena faktanya Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18
Mei 1956 yang diklaim oleh PENGGUGAT sebagai bentuk
pengakuan Negara atas hak kepemilikannya tersebut TELAH
DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I Kalimantan Timur
No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang
Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu
Seluas 18.000 Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang
Tanah Negara dimana pada Bagian MEMUTUSKAN — Menetapkan
— Diktum Keempat telah secara tegas menyatakan:
“Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penegasan ini maka
Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Tingkat Il Kutai tanggal 18
Mei 1956 No. A-131/D-2-1963 yang terang-terang pemberiannya
adalah bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Agraria No.
SK. 122/Ka/1962 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku”.
Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1956 yang diklaim o
PENGGUGAT sebagai bentuk pengakuan Negara atas hak kepemilikanr
tersebut TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLA
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.l Kaliman
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Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah Yang Terle

Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu Seluas 18.(

Ha (delapan belas ribu hektare) Menjadi Bidang Tanah Negara;

54. Bahwa SK Gubernur Kaltim Nomor 132/1975 diterbitkan
berdasarkan alasan-alasan berikut berikut:

a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan
surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah
bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang telah
dihapuskan berdasarkan ketentuan Rondschrijven No. 1677/3-
ZB tanggal 16 September 1931 angka 10, sehingga dengan
berlakunya UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai
Negara,;
b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang
bersangkutan tidak diurus dan dipelihara sebagaimana
mestinya, sehingga menjadi terlantar kenyataan mana adalah
bertentangan dengan Undang-Undang No.5 tahun 1960 pasal
10;
c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga
tahun 1966 sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk
serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola
Perhutani sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agraria
tanggal 20-10-1963 No. SK. 46/Ka/1963, maka tuntutan ahli
waris Andi Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
No.56/Prp tahun 1960 dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya; dan
d. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka perlu
menegaskan bidang tanah tersebut menjadi tanah Negara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan
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Pemerintah N0.224/1961 untuk ditetapkan penggunaannya lebih
lanjut oleh Pemerintah;
55. Bahwa ditambah lagi, atas tanah tersebut sampai dengan saat ini
tidak pernah diterbitkan Sertifikat hak apapun atas nama
PENGGUGAT maupun Andi Kulasa yang dapat dijadikan sebagai
dasar bagi PENGGUGAT untuk membuktikan haknya atas
kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
UU Pokok Agraria, sehingga dengan tidak adanya alas hak
kepemilikan yang sah atas tanah perwatasan tersebut, maka secara
hukum PENGGUGAT tidak mempunyai kapasitas hukum untuk
mengajukan Gugatan kepemilikan atas tanah Objek Sengketa (non
legitima persona standi in judicio) sehingga sudah sepatutnya
Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT
untuk seluruhnya;
Atas tanah Objek Sengketa sampai dengan saat ini tidak pernah diterbitk
Sertifikat hak apapun atas nama PENGGUGAT maupun Andi Kulasa ys
dapat dijadikan sebagai dasar bagi PENGGUGAT untuk membuktik
haknya atas kepemilikan tanah tersebut sebagaimana dimaksud dal
Pasal 19 UU Pokok Agraria.
56. Bahwa sebagai tambahan, perlu kiranya TERGUGAT | sampaikan
kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa berdasarkan fakta yang
terungkap di lapangan terbukti PENGGUGAT tidak pernah
menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek
sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat pada Bagian
Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK.I
Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 yang dengan tegas
menyatakan:
“bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh
yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara, sehingga
menjadi terlantar ...”
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Dengan demikian maka nyatalah bahwa PENGGUGAT tidak pernah
menguasai secara fisik maupun memanfaatkan tanah objek
sengketa secara terus menerus, hal ini jelas bertentangan dengan
ketentuan UU Pokok Agraria khususnya Pasal 10 ayat 1 yang
menyatakan:
“Setiap orang dan badan hukum mempunyai sesuatu hak atas
tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau
mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-
cara pemerasan’”.
PENGGUGAT tidak pernah menguasai secara fisik maupun memanfaa
tanah Objek Sengketa secara terus menerus. Hal ini dapat kita lihat |
Bagian Menimbang huruf b Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975.
Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa
PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah objek
sengketa, oleh karenanya PENGGUGAT sama sekali tidak
mempunyai alas hak maupun dasar untuk mengajukan Gugatan a
quo, sehingga adalah patut jika Majelis Hakim yang mulia menolak
Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
B. PENGGUGAT TIDAK MELAKUKAN KONVERSI TANAH ADAT
PEMBERIAN SULTAN KUTAI SESUAI DENGAN KETENTUAN UUPA
57. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 56 PRP Tahun 1960 tentang Penerapan Luas Tanah
Pertanian (selanjutnya disebut “UU 56 PRP 1960"), konversi tanah
adat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria,
dimana maksimum luasan tanah tidak boleh melebihi 20 Ha
(duapuluh hektare) baik berupa sawah, tanah kering maupun sawah
dan tanah kering, sebagaimana dikutip sebagai berikut:
“(1) seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya
merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan
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menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan
orang-orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20
hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering”.
Jikapun benar PENGGUGAT memperoleh tanah adat pemberian
Sultan Kutai seluas £ 18.000 (delapan belas) hektare yang terletak
di Sanipah (Samboja) (quod non), maka PENGGUGAT waijib
melakukan konversi atas tanah adat pemberian Sultan Kutai
tersebut sesuai dengan Pasal Il Ketentuan Konversi tanah adat
UUPA yang menggariskan bahwa:

“hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau
mirip dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti
yang disebut dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-Undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom,
milik, yasan, andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa,
pesini, grant sultan, landerinjbezitrecht, altijddurende erpacht, hak
usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama
apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria,
sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini menjadi hak milik
tersebut dalam pasal 20 ayat (1) kecuali jika yang mempunyainya
tidak memenuhi syarat sebagai tersebut dalam pasal 21".

58. Bahwa untuk konversi hak-hak sebagaimana disebutkan dalam
Pasal Il Ketentuan Konversi tersebut diperlukan adanya tindakan
penegasan serta langkah-langkah administratif kepada pejabat yang
berwenang, akan tetapi faktanya hal tersebut tidak pernah dilakukan
oleh PENGGUGAT, selain itu kepemilikan tanah tersebut juga telah
melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian dan telah
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) UU 56 PRP 1960;

59. Berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa PENGGUGAT
tidak pernah melakukan konversi tanah adat pemberian Sultan Kutai
sesuai dengan ketentuan UU Pokok Agraria sehingga jikapun ada
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(quod non), hak PENGGUGAT atas tanah Objek Sengketa telah

hapus dengan tidak dilakukannya konversi sesuai ketentuan

UUPA atas tanah Objek Sengketa tersebut, sehingga
PENGGUGAT tidak mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan ini

dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan
PENGGUGAT untuk seluruhnya;

PENGGUGAT tidak pernah melakukan konversi tanah adat pembe
Sultan Kutai sesuai dengan ketentuan UUPA sehingga jikapun ada (q
nod) hak PENGGUGAT atas tanah Objek Sengketa telah hapus der
tidak dilakukannya konversi sesuai ketentuan UUPA atas tanah O
Sengketa tersebut.

C. PEMBEBASAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT |

ADALAH SAH MENURUT HUKUM;

60. Bahwa meskipun tanah yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini masih belum jelas, akan tetapi perkenankanlah kami
sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa setiap
pembebasan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT | selalu
mengikuti ketentuan yang berlaku dan dengan memberikan ganti
rugi sesuai ketentuan perundangan yang berlaku pula;

61. Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi (yakni saat berlakunya Undang-
undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan
Minyak dan Gas Bumi Negara), TERGUGAT Il berkedudukan
sebagai pengawas dan pembina kegiatan usaha hulu minyak dan
gas bumi yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I. Berdasarkan hal
tersebut, maka kebutuhan tanah TERGUGAT | untuk melaksanakan
kegiatan operasinya dilakukan melalui proses pembebasan tanah
yang dilaksanakan oleh TERGUGAT Il melalui Panitia Pembebasan
Tanah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Setelah
berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001, kebutuhan tanah
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TERGUGAT | untuk melaksanakan kegiatan operasinya dilakukan
melalui proses pembebasan tanah dengan melibatkan aparat
pemerintahan setempat dengan memberikan ganti rugi sesuai
dengan ketentuan perundangan yang berlaku, oleh karena itu
pembebasan atas tanah objek sengketa untuk keperluan
TERGUGAT | adalah sah dan harus mendapatkan perlindungan
hukum;
62. Bahwa TERGUGAT | mohon perhatian Majelis Hakim yang mulia,
mengingat tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi
objek sengketa dalam perkara ini, maka TERGUGAT |
mencadangkan haknya untuk membuktikan mengenai proses
pembebasan yang terjadi pada tanah objek sengketa, setelah
diperoleh kejelasan mengenai tanah yang terletak dimana dan
dengan batas-batas apa yang menjadi objek sengketa dalam
perkara ini;
Mengingat tidak jelasnya letak dan batas-batas tanah yang menjadi ob
sengketa dalam perkara ini, maka TERGUGAT | mencadangkan hakr
untuk membuktikan mengenai proses pembebasan yang terjadi pada tar
objek sengketa, setelah diperoleh kejelasan mengenai tanah yang terle
dimana dan dengan batas-batas apa yang menjadi objek sengketa dal
perkara ini.
D. TUNTUTAN GANTI RUGI PENGGUGAT BERTENTANGAN
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 224 TAHUN 1961
TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN
GANTI KERUGIAN;
63. Bahwa dalil Posita PENGGUGAT pada butir 6 dan 8 halaman 3 dan
4 yang mendalilkan berhak atas tanah obyek sengketa dan berhak
atas ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun
1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian adalah tidak berdasar, karena persyaratan utama di dalam
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Peraturan Pemerintah tersebut adalah adanya hak kepemilikan yang
diakui oleh Negara. Sedangkan dalam perkara a quo hak
kepemilikan PENGGUGAT sudah tidak ada dan tidak diakui
Negara karena Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei
1965 sudah dicabut oleh Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I
Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975;

64. Bahwa jikapun benar PENGGUGAT mempunyai hak kepemilikan
atas tanah Objek Sengketa (quod non), hak kepemilikan tersebut
telah Dicabut dan Hapus berdasarkan Rondschrijven No. 1677/3-ZB
tanggal 16 September 1931, berlakunya UU Pokok Agraria dan
Surat Keputusan Gubernur KDH TK.l Kalimantan Timur No. 132
Tahun 1975 sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak mempunyai
hak untuk menuntut ganti rugi dan setiap tuntutan ganti rugi yang
diajukan oleh PENGGUGAT telah bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961;

65. Bahwa hal ini juga diperkuat Undang-Undang No 1 Tahun 1958
tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang intinya
kepemilikan tanah yang diakui negara adalah tanah yang dikuasai
secara terus menerus. Terhadap tanah yang tidak digunakan atau
diusahakan oleh pemiliknya, maka tidak diberikan ganti kerugian.
Seandainyapun benar PENGGUGAT adalah pemilik tanah objek
sengketa (quad noon), faktanya tanah obyek sengketa tidak pernah
dikuasai oleh PENGGUGAT hingga saat ini, sehingga
PENGGUGAT sama sekali tidak berhak atas ganti rugi.

Hak kepemilikan PENGGUGAT sudah tidak ada dan tidak diakui Neg:
karena Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18 Mei 1965 sudah dical
oleh Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132 Tat
1975, sehingga PENGGUGAT tidak berhak atas ganti rugi berdasark
Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembag
Tanah dan Pemberian ganti kerugian;
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E. PERHITUNGAN GANTI RUGI YANG DITUNTUT PENGGUGAT

TIDAK BERDASAR;

66. Bahwa perhitungan ganti rugi yang dituntut PENGGUGAT tidak
beralasan dan tidak memiliki dasar karena PENGGUGAT tidak
memiliki hak atas objek sengketa. Di samping itu, perhitungan
besarnya nilai kerugian yang didalilkan PENGGUGAT pada Posita
butir 15 halaman 6, 7, 8 Gugatan dan Petitum butir 4 halaman 9, 10,
11 Gugatan tersebut tidak berdasar. Hal ini didasarkan pada fakta-
fakta dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT telah
menguasai tanpa hak objek sengketa pada sekitar bulan Mei
1995, kemudian PENGGUGAT menghitung besarnya nilai ganti
rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1
Mei 1995, padahal faktanya pembebasan tanah yang
dilakukan oleh TERGUGAT | terhadap tanah-tanah
masyarakat tersebut terjadi pada kurun waktu tahun 1981
sampai tahun 2016, sehingga perhitungan besarnya nilai ganti
rugi sewa tanah dan ganti rugi keuntungan yang dihitung
PENGGUGAT mulai dari tanggal 1 Mei 1995 adalah tidak
beralasan. Karena rasionya, sebagai contoh: bagaimana
mungkin TERGUGAT | dibebani ganti rugi sewa tanah dan
ganti rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995
terhadap tanah-tanah yang baru dibebaskan oleh
TERGUGAT | pada tahun 2016;

Bagaimana mungkin TERGUGAT | dibebani ganti rugi sewa tanah da

rugi keuntungan mulai dari tanggal 1 Mei 1995 terhadap tanah-tana

baru dibebaskan oleh TERGUGAT | pada tahun 2016.
2. PENGGUGAT mendalilkan bahwa nilai jual tanah yang
sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah tersebut berada per
m? (meter persegi) = Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
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Rupiah) / m? (meter persegi) akan tetapi PENGGUGAT tidak
menjelaskan dasar dari penentuan harga tersebut apakah
berasal dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau ada hasil
perhitungan appraisalnya ataupun berdasarkan survei
harga yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.
Bahwa penentuan harga sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima
puluh ribu Rupiah) yang didalilkan PENGGUGAT sebagai nilai
jual tanah yang sering dipakai dalam jual beli di lokasi Tanah
tersebut adalah bersifat sepihak dan tidak cukup beralasan,
sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan untuk ditolak;
3. Perhitungan ganti rugi sewa tanah yang PENGGUGAT
dalilkan pada halaman 10 Gugatan kontradiktif satu sama lain,
dimana di satu sisi PENGGUGAT menyatakan bahwa:

> Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah

Per 1 Ha = Rp 93.750.000,- (Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh

Ratus lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan;

Sementara di sisi lain PENGGUGAT mendalilkan bahwa:

> Harga sewa tanah, yang sering dipakai dalam sewa-

menyewa di lokasi Tanah tersebut sesuai harga pasaran

adalah Per 1 Ha = Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta

Rupiah) / bulan;
4. Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi sewa tanah,
PENGGUGAT mendalilkan TERGUGAT | telah memakai tanah
milik PENGGUGAT vyaitu sejak tanggal 1 Mei 1995 sampai
dengan Gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan pada Tahun
2016 terhitung £ 21 Tahun = 252 bulan sehingga hitungan sewa
tanah selama * 21 Tahun, Penghitungannya adalah = 141.9 Ha
X Rp 120.000.000,- (Seratus dua puluh Juta Rupiah) x 252
bulan = Rp 4.291.056.000.000 (Empat Trilyun Dua Ratus
Sembilan Puluh Satu Miliar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
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Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa
PENGGUGAT mendalilkan harga sewa tanah tersebut pada
tahun 2016 adalah sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua
puluh juta Rupiah) dan begitu juga pada tahun 1995 adalah
sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah)
hal ini tentu tidak berdasar, karena memunculkan pertanyaan
harga sewa sebesar Rp 120.000.000/bulan/Ha (seratus dua
puluh juta Rupiah per bulan per hektare) itu adalah harga sewa
tahun berapa? Apakah itu adalah harga sewa tahun 2016 atau
harga sewa yang memang ada sejak tahun 1995 dan tidak
berubah sampai dengan tahun 2016. Karena rasionya sungguh
Gugatan PENGGUGAT tidak jelas jika menuntut pembayaran
sewa tanah yang digunakan pada tahun 1995 dengan
menggunakan harga sewa tanah di tahun 2016.
Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas
menuntut pembayaran sewa tanhah yang digunakan pada tahut
dengan menggunakan harga sewa tanah di tahun 2016.

5. Bahwa di dalam perhitungan ganti rugi keuntungan,
PENGGUGAT menuntut ganti rugi keuntungan yang
seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut
untuk perkebunan ketela (singkong) yaitu sejak tanggal 1 Mei
1995 sampai dengan Tahun 2016 terhitung + 21 Tahun, dengan
asumsi per hektar dapat menghasilkan 80 ton/tahun, dimana 1
Kg (satu Kilogram) seharga Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah)
menjadi = 141,9 Ha x 80 ton Per Ha = 11.352 ton = 11.352.000
Kg (sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu Kilogram);

Jadi Hitungannya = 11.352.000 Kg x Rp 2.000,- x 21 Tahun =
Rp 476.784.000.000,- (Empat ratus tujuh puluh enam milyar
tujuh ratus delapan puluh empat juta Rupiah).”
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Berdasarkan perhitungan tersebut dapat kita lihat bahwa
PENGGUGAT mendalilkan harga 1 Kg (satu Kilogram)
ketela (singkong) pada tahun 2016 adalah sebesar Rp
2.000,-/Kg (dua ribu per Kilogram) dan begitu juga pada

tahun 1995 harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong)
adalah Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah). Hal ini tentu tidak berdasar

karena memunculkan pertanyaan harga 1 Kg (satu Kilogram)

ketela (singkong) sebesar Rp 2.000,- (dua ribu Rupiah) itu
adalah harga pada tahun berapa? Apakah itu adalah harga 1 Kg

(satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016 atau harga 1

Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) yang memang ada sejak

tahun 1995 dan tidak berubah sampai dengan tahun 2016.
Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas

jika menuntut pembayaran perhitungan Ganti Rugi keuntungan

yang seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan
tersebut untuk perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995
dengan menggunakan harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela
(singkong) pada tahun 2016.
Karena rasionya sungguh Gugatan PENGGUGAT tidak jelas
menuntut pembayaran perhitungan Ganti Rugi keuntungan
seharusnya diperoleh selama tidak dipergunakan lahan tersebut
perkebunan ketela (singkong) pada tahun 1995 dengan menggt
harga 1 Kg (satu Kilogram) ketela (singkong) pada tahun 2016;

6. Bahwa di dalam tuntutan kerugian immateril, PENGGUGAT
menuntut kepada Pengadilan untuk mengabulkan ganti rugi
Immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah),

akan tetapi PENGGUGAT sama sekali tidak merincikan
perhitungan bagaimana kerugian materil sebesar Rp
10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) tersebut muncul,
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sehingga patut kiranya tuntutan kerugian immateriil tersebut
ditolak;

67. Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT | pada butir 68 di atas,
terbukti bahwa perhitungan Ganti Rugi yang dituntut PENGGUGAT
tidak berdasar, sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 3138K/Pdt/1994 Tanggal 29 April
1997 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 117K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 patut kiranya jika
Majelis Hakim yang mulia menyatakan bahwa tuntutan ganti
kerugian tersebut DITOLAK;

F. TERGUGAT | TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN

HUKUM

68. Bahwa berdasarkan dalil-dali TERGUGAT | sebagaimana telah
diuraikan di atas, tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum
(onrechtmatige daad) yang dilakukan TERGUGAT | sehingga unsur-
unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal
1365 KUHPerdata menjadi tidak terbukti, karena:

1. Tidak terbukti TERGUGAT | telah melakukan pelanggaran
terhadap suatu ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagaimana didalilkan dalam Gugatan PENGGUGAT;

2. Tidak terbukti TERGUGAT | telah melakukan kesalahan
melanggar hak subyektif PENGGUGAT, karena telah terbukti
bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai hak apapun atas Objek
Sengketa sehingga PENGGUGAT tidak berhak untuk
mengajukan Gugatan a quo;

3. Dengan tidak adanya hak PENGGUGAT atas Objek
Sengketa tersebut maka tidak ada kerugian bagi PENGGUGAT,
dan PENGGUGAT tidak berhak untuk menuntut Ganti Rugi
apapun kepada TERGUGAT I;
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4, Karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh TERGUGAT | dan juga tidak ada kerugian bagi
PENGGUGAT maka tidak mungkin ada hubungan kausalitas
(sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT;

69. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum di atas, dengan tidak
terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, maka adalah patut jika
Majelis Hakim yang mulia menolak Gugatan PENGGUGAT untuk
seluruhnya.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

YANG DITUNTUT PENGGUGAT TIDAK BERDASAR;

70. Bahwa di dalam Posita butir 16 halaman 8 dan Petitum butir 6
halaman 11 Gugatannya, PENGGUGAT telah meminta kepada
Pengadilan Negeri Tenggarong untuk berkenan meletakkan Sita
Jaminan terhadap objek sengketa.

71. Bahwa objek sengketa yang dimintakan Sita Jaminan tersebut tidak
jelas dan tidak tertentu karena PENGGUGAT di dalam Gugatannya
tidak menyebutkan tanah yang mana, dimana letak pastinya, apa
saja yang menjadi batas-batasnya yang dimintakan Sita Jaminan.

72. Bahwa ketidakjelasan dan ketidaktentuan Objek yang dimintakan
Sita Jaminan tersebut semakin jelas terlihat pada Posita butir 17
halaman 8 Gugatan dimana PENGGUGAT memohon Kepada
Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong cq Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan
(Conservatoir Beslag) terhadap harta milik PARA TERGUGAT baik
berupa benda tetap maupun benda bergerak yang akan Penggugat
uraikan didalam surat permohonan sita jaminan nantinya.
Ketidakjelasanannya disebabkan karena PENGGUGAT tidak
menjelaskan secara rinci harta milik PARA TERGUGAT baik berupa
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benda tetap maupun benda bergerak yang mana yang
PENGGUGAT mintakan Sita Jaminan, ditambah lagi PENGGUGAT
baru akan menguraikannya di dalam surat permohonan sita jaminan
nantinya, hal ini jelas membuat permohonan sita jaminan dalam
Gugatan a quo menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (een duidelijke
en bepaalde conclusive) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rv.

73. Bahwa di samping itu, sebagaimana yang telah TERGUGAT I
uraikan di atas bahwa telah terbukti secara nyata bahwa objek
sengketa adalah milik Negara, sehingga terhadapnya tidak dapat
dilakukan sita apapun termasuk Sita Jaminan, hal ini telah diatur
secara tegas dalam Pasal 50 huruf d Undang-Undang No.1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:
d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik
negara/daerah”;

74. Berdasarkan hal-hal yang TERGUGAT | uraikan di atas maka sudah
sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menolak seluruh permohonan
Sita Jaminan yang dimintakan oleh PENGGUGAT tersebuit;

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ

VOORRAAD) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK BERDASAR

DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM ACARA

PERDATA DI INDONESIA;

75. Bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta
Merta (Uitvoerbaar Bjj Voorraad) dan Provisionil dan Surat Edaran
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan
Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil.

76. Bahwa dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di
atas, karena Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi unsur
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah
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Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta
(Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil, serta tidak mempunyai
dasar hukum sama sekali maka sudah sepatutnya jika Majelis
Hakim yang mulia menolak permohonan putusan serta merta dan
permohonan provisi PENGGUGAT;

. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG

DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN HUKUM ACARA

PERDATA DI INDONESIA;

77. Bahwa TERGUGAT | menolak tuntutan pembayaran uang paksa
(dwangsom) yang diajukan PENGGUGAT karena tuntutan tersebut
sangat berlebihan dan tidak memiliki landasan hukum yang cukup;

78. Disamping itu, tuntutan pembayaran uang paksa tersebut juga
bertentangan dengan ketentuan Pasal 606 (a) RV, dan
Yurisprudensi Mahkamah Agung No.791 K/Sip/1972 tanggal 26
Februari 1973, karena uang paksa tidak dapat diberlakukan
terhadap tindakan membayar uang, sehingga sudah sepatutnya jika
Majelis Hakim yang mulia menolak permohonan pembayaran uang
paksa tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka TERGUGAT | mohon kepada Majelis
Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk
menerima Eksepsi dan Jawaban TERGUGAT | dengan menjatuhkan Putusan
dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI
1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT | Untuk
Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT Tidak Dapat Diterima (Niet
Onvankelijk Verklaard);

Il. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT Untuk Seluruhnya;
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2. Menghukum PENGGUGAT Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul
dalam perkara ini.
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Menimbang, bahwa adapun Tergugat Il telah mengajukan eksepsi dan
Jawaban berikut gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:
Bahwa Tergugat Il menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang
dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Il.
Sebelum menguraikan Eksepsi, Jawaban Pokok Perkara dan Gugatan
Rekonvensi, perkenankan Tergugat Il terlebih dahulu menyampaikan sebagai
berikut:

1. Bahwa substansi gugatan perkara a quo memiliki kesamaan dengan

perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai berikut:
a. Sdr. Kursani sebagai Penggugat dalam perkara a quo juga sebagai
Penggugat dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg melawan PT Total
E&P Indonesia qg. Total Indonesie Balikpapan sebagai Tergugat | dan
Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen Pertambangan dan Energi
qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan sebagai Tergugat II.
b. Bahwa posita maupun petitum gugatan Sdr. Kursani dalam perkara
a quo juga sama dengan substansi perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg,
dimana Sdr. Kursani mengaku sebagai salah satu ahli waris dari (Alm) Andi
Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu yang
mengklaim memiliki tanah seluas + 18.000 Ha berdasarkan Surat No. 85
Tahun 1894 dari Kesultanan Kutai dan kemudian menuntut pembayaran
ganti rugi dari para Tergugat karena menurut Sdr. Kursani para Tergugat
telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai sebagian
dari tanah seluas + 18.000 Ha tersebut secara tanpa hak.

2. Bahwa terhadap perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg dimaksud Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong telah memutuskan dengan amar

putusan sebagai berikut;
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MENGADILI
Dalam Konvensi:
Dalam Eksepsi:
- Mengabulkan eksepsi Tergugat | dan Tergugat II;
- Menyatakan obyek gugatan Penggugat kabur (obscuur libel);
Dalam Pokok Perkara:
- Menyatakan pembebasan tanah oleh Tergugat | dan Tergugat Il sah
dan berlaku menurut hukum;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijkeverklaard);
Dalam Intervensi:
- Menyatakan tanah obyek sengketa sebagai Barang Milik Negara;
- Menyatakan penguasaan tanah obyek perkara oleh Penggugat
Intervensi sah dan berlaku menurut hukum;
Dalam Konvensi dan Intervensi:
- Menghukum Turut Tergugat Intervensi | dan Il untuk tunduk pada
putusan ini;
- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Perlu kami sampaikan juga bahwa saat ini Penggugat (Sdr. Kursani) telah
menggugat beberapa perusahaan migas dengan substansi gugatan dan alat
bukti yang sama, yakni menggugat PT Total E&P Indonesia dan Pertamina
dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg (sebagaimana telah diputus dengan
amar putusan tersebut di atas); menggugat PT Chevron Indonesia dalam
perkara No. 32/Pdt.G/2016/PN.Trg; serta menggugat PT VICO Indonesia dan
Pertamina dalam perkara a quo;
4. Benar bahwa pengajuan suatu gugatan merupakan hak dari setiap subyek
hukum dalam mempertahankan hak/kepentingannya, namun beberapa
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gugatan Sdr. Kursani ini (termasuk perkara a quo) jelas merupakan gugatan

yang mengada-ada dan disinyalir dilakukan dengan itikad buruk yang dapat

mengganggu kegiatan operasional maupun iklim investasi migas di Indonesia

yang selama ini berjalan kondusif;

5. Berdasarkan alasan tersebut di atas dan dengan tetap menghormati

independensi Majelis Hakim perkara a quo kami mohon dengan hormat

kiranya Majelis Hakim dapat berkenan menjadikan Putusan Perkara No.

09/Pdt.G/2016/PN.Trg sebagai bahan referensi/facuan dalam memutus perkara

a quo demi melindungi kegiatan operasional migas di tanah air serta aset

negara yang juga merupakan obyek vital nasional subsektor migas;

DALAM EKSEPSI

. Penggugat Tidak Memiliki Dasar Hukum untuk Mengajukan Gugatan

A Quo;
1. Bahwa dalam dalil gugatannya angka 1 halaman 2, Penggugat
mendalilkan “Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Andi Kulasa
yang merupakan salah seorang ahli waris dari (Alm) Andi Makulawu
Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ...”
Selanjutnya dalam dalil gugatannya angka 8 halaman 4, Penggugat
mendalilkan “Bahwa tindakan menguasai tanah yang diikuti dengan
pembangunan pabrik pengolahan minyak oleh Pertamina Cgqg. Vico
Indonesia Balikpapan di atas tanah milik ahli waris (Alm) Andi Makulawu
Mengacu kedua posita gugatan tersebut dapat disimpulkan bahwa
Penggugat /Sdr. Kursani mengklaim tanah obyek sengketa sebagai harta
peninggalan dari Andi Makulawu kepada para ahli warishya,;
Namun faktanya, dalam Surat Kuasa pengajuan gugatan a quo
tertanggal 5 November 2016 dari Sdr. Kursani (Pemberi Kuasa /
Penggugat) kepada Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia
Kaltim, Sdr. Kursani justru hanya bertindak untuk dan atas nama diri
sendiri. Dalam surat kuasa tidak pernah disebutkan bahwa kedudukan
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Sdr. Kursani adalah juga sebagai wakil/lkuasa dari para ahli waris Alm.
Andi Makulawu lainnya. Dengan demikian, Sdr. Kursani/Penggugat jelas
tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan a quo;

2. Bahwa tidak jelas kedudukan Penggugat apakah benar sebagai
anak kandung dari Andi Kulasa yang merupakan salah satu ahli waris
Aim. Andi Makulawu yang berhak atas tanah obyek sengketa
sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 9;

Mengenai keahliwarisan ini telah dipertimbangkan pula dalam putusan
perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang dalam pertimbangan hukumnya
pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada kejelasan kewarisan
serta tidak ada bukti formil yang jelas mengenai kewarisan dari Andi
Makulawu kepada Andi Kulasa dan selanjutnya kepada Sdr. Kursani
selaku pihak Penggugat;

. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona) dalam Bentuk
“Keliru yang Ditarik sebagai Tergugat II”, Karena yang Ditarik sebagai
Tergugat Il, dengan Cara Di-qg-kan dengan Pemerintah Rl qq
Departemen Pertambangan dan Energi tidak Memiliki Kualitas sebagai
Badan Publik;

1. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo telah mengajukan gugatan
kepada PT PERTAMINA PERSERO, Pemerintah Republik Indonesia
qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq
Pertamina Daerah Kalimantan yang berkedudukan/beralamat di JI. Yos
Sudarso atau setempat dikenal dengan JI. Minyak Balikpapan,
Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

2. Bahwa faktanya saat ini tidak ada instansi pemerintahan bernama
Departemen Pertambangan dan Energi (vide Peraturan Presiden RI No.
165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja);

3. Bahwa penulisan PT PERTAMINA PERSERO yang disandingkan
dengan Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan telah
menimbulkan Kerancuan / Ketidakjelasan karena secara faktual badan
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hukum yang bernama Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
tidak ada di Indonesia;

4. Bahwa kehadiran PT Pertamina (Persero) sebagai Tergugat Il
dalam sidang perkara a quo tidak berarti membenarkan kesalahan
gugatan Penggugat sebagaimana uraian di atas, namun untuk
menjelaskan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat telah salah dalam
menyebut pihak dalam mengajukan gugatan yang mendudukan status
dan kapasitas sebagai qq atau “qualitate qua” atau “inhoedanigheid’
atau “dalam pelaksana fungsi” Pemerintah RI atau Departemen
Pertambangan dan Energi dalam kedudukan mereka sebagai Badan
Publik selaku pelaksana Fungsi Publik atau Kebijakan Publik.

Padahal PT Pertamina (Persero) bukanlah Pertamina Pusat maupun
Pertamina Daerah Kalimantan, namun adalah suatu Badan Usaha Milik
Negara (“BUMN”) yang berkedudukan sebagai BADAN HUKUM (Legal
Entity) yang berbentuk Perseroan Terbatas;

Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) bukan Badan Publik yang
berfungsi sebagai pelaksana dan penyelenggara fungsi publik dan
kebijakan publik di bidang pemerintahan;

Sehubungan dengan itu, seandainya-pun yang dimaksudkan oleh
Penggugat Pertamina Pusat qg Pertamina Daerah Kalimantan itu adalah
PT Pertamina (Persero), maka itu-pun SALAH dan KELIRU (wrong and
mistake), karena menempatkan dan mendudukkan KAPASITAS dan
KUALITAS PT Pertamina (Persero), yang merupakan badan usaha,
sebagai qgq dari Pemerintah Republik Indonesia qq Departemen
Pertambangan dan Energi yang merupakan Badan Publik;

5. Bertitik tolak dari fakta-fakta yuridis dikaitkan dengan makna yang
terkandung dalam singkatan qq atau frase “qualitate qua” atau “in one’s
capacity as” maka secara prima facie gugatan Penggugat nyata-nyata
mengandung CACAT FORMIL ERROR IN PERSONA vyakni berupa
kesalahan dalam menyebut/mendudukkan pihak yang digugat. Oleh
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karena itu, gugatan Penggugat HARUS dinyatakan tidak dapat diterima
(Niet Ontvankelijkeverklaard) atau “inmadmissable declared”;

6. Bahwa tanpa mengurangi dan melepaskan hak Tergugat Il untuk
mendapatkan putusan pengadilan a quo agar gugatan Penggugat tidak
dapat diterima disebabkan kesalahan dan kekeliruan Penggugat dalam
menyebutkan pihak yang digugat sebagai Tergugat Il sebagaimana
diuraikan dalam eksepsi point Il angka 1 s/d 5 di atas, maka untuk
menjelaskan duduk perkara yang sesungguhnya, selanjutnya penyebutan
Tergugat Il dalam perkara ini merujuk pada Pertamina (sebagaimana UU
No. 8 Tahun 1971) atau PT Pertamina (Persero);

lll. Gugatan Penggugat Error In Persona dalam Bentuk Tergugat Kurang
Pihak (Plurium Litis Consortium). Seharusnhya Penggugat Menarik Pihak-
Pihak di Bawah ini sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam
Gugatan A Quo;

1. Kesultanan Kutai Kartanegara

Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan “Bahwa
adapun Tanah Perwatasan seluas + 18.000 hektar yang terletak di
Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman
yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi
Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu ...”
Selanjutnya pada posita gugatan angka 3, Penggugat juga mendalilkan
“Bahwa terhadap penyerahan tanah perwatasan oleh Kerajaan Kutai
kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak
No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan
A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai ...”
Bertitik tolak dari formulasi gugatan Penggugat tersebut, tercantum
“pernyataan hukum” (legal statement) pada dasarnya Penggugat
MENGAKUI secara murni dan bulat bahwa Penggugat memperoleh

tanah obyek sengketa dari Sultan/Kerajaan/Kesultanan Kutai;
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Sehubungan dengan PENGAKUAN itu, agar perkara yang disengketakan
dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN MENYELURUH gugatan a
quo seharusnya juga ditujukan kepada Kesultanan Kutai Kartanegara
atau setidak-tidaknya Kesultanan Kutai Kartanegara ikut ditarik sebagai
Turut Tergugat;

2. Panitia /| Tim Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat Il
Samarinda dan/atau Kutai;

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa diperoleh Para Tergugat melalui
proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia | Tim
Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat Il Samarinda
dan/atau Kutai. Oleh karena itu, Panitia /| Tim Pembebasan Tanah
Pemerintah Daerah Tingkat Il Samarinda dan/atau Kutai (atau
sekarang ini setidaknya ditujukan kepada Pemerintah Kota
Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara) HARUS
ikut ditarik sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut Tergugat
agar dapat menjelaskan keabsahan pembebasan tanah obyek sengketa,
mengingat tugas Panitia Pembebasan Tanah tersebut adalah
menentukan kriteria dapat atau tidaknya bidang tanah obyek sengketa
dibebaskan, melakukan inventarisasi atas obyek tanah yang dibebaskan,
melakukan inventarisasi atas pemilik tanah yang dibebaskan, serta
menetapkan dan mengetahui pemberian ganti rugi;

3. Gubernur Kalimantan Timur

Bahwa faktanya, Tergugat Il juga mengajukan permohonan persetujuan
penunjukkan atas tanah yang akan dibebaskan kepada Gubernur KDH
Tk. | Kalimantan Timur, dan selanjutnya Gubernur KDH Tk. | Kalimantan
Timur memerintahkan kepada Walikotamadya KDH Tk. Il Samarinda dan
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai untuk mengkaji,
menindaklanjuti dan melaksanakan proses pembebasan tanah. Oleh

karenanya, gugatan a quo seharusnya juga ditujukan kepada Gubernur
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Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya Gubernur Kalimantan Timur ikut
ditarik sebagai Turut Tergugat;

4. ParaPemilik Tanah Awal

Agar permasalahan menjadi jelas, maka gugatan a quo seharusnya
juga ditujukan kepada Para Pemilik Tanah Awal yang telah
melepaskan haknya atas tanah obyek sengketa dan telah menerima ganti
rugi berdasarkan pembebasan tanah yang dilakukan Panitia / Tim
Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat || Samarinda dan/atau
Kutai karena para Pemilik Tanah Awal telah mengakui memiliki tanah
obyek sengketa dan telah menikmati keuntungan atas pemberian ganti
rugi pembebasan tanah oleh Panitia Pembebasan Tanah;

5. Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa tercatat sebagai kekayaan
negara yang dikelola oleh Tergugat | untuk kegiatan operasi hulu
minyak dan gas bumi (migas). Adapun representasi negara terkait
pencatatan dan pengelolaan kekayaan negara adalah Kementerian
Keuangan Republik Indonesia. Oleh karenanya, agar perkara yang
disengketakan dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS DAN
MENYELURUH, maka Kementerian Keuangan Republik Indonesia
seharusnya turut ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau setidak-
tidaknya sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini;

6. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
Bahwa faktanya, tanah obyek sengketa digunakan oleh Tergugat | untuk
kegiatan operasi hulu migas. Adapun pengawasan Pemerintah terhadap
kegiatan usaha hulu migas ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (“SKK Migas”). Oleh karenanya,
agar perkara yang disengketakan dapat DIPERIKSA DENGAN TUNTAS
DAN MENYELURUH, maka SKK Migas harus turut ditarik dan
didudukkan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut
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Tergugat dalam perkara ini (vide Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi);
Faktanya, dalam perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg SKK Migas menjadi
pihak dalam perkara dimaksud dan selanjutnya Majelis Hakim telah
memutuskan bahwa tanah obyek perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg
sebagai Barang Milik Negara (Majelis Hakim telah mengabulkan dalil SKK
Migas bahwa obyek sengketa merupakan daerah operasi kegiatan hulu
migas di bawah pengawasan SKK Migas). Dengan demikian, dalam
setiap sengketa tanah-tanah wilayah operasi kegiatan hulu migas SKK
Migas harus menjadi pihak dalam perkara tersebut, termasuk halnya
perkara a quo;
7. Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara
Bahwa perolehan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat telah melalui
mekanisme sesuai ketentuan hukum/peraturan yang berlaku, diantaranya
proses pembebasan tanah yang dilakukan oleh Panitia / Tim
Pembebasan Tanah Pemerintah Daerah Tingkat Il Kutai dan telah melalui
kajian oleh Pemerintah Daerah setempat serta Kantor Pertanahan
Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam gugatannya, Penggugat juga
mendalilkan memperoleh Surat Pengakuan Hak Sementara tanggal 18
Mei 1965 yang diterbitkan Kantor Agraria Daerah Kutai Tenggarong
(sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara). Oleh
karena itu, agar permasalahan menjadi jelas dan terang maka Kantor
Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara seharusnya turut ditarik dan
didudukkan sebagai Tergugat atau setidak-tidaknya sebagai Turut
Tergugat dalam perkara ini;
Bahwa dengan tidak ditarik dan didudukkannya pihak-pihak tersebut di atas
sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan
Penggugat nyata-nyata kurang pihak (plurium litis consortium) sehingga
cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara
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ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijkeverklaard);

IV. Gugatan Penggugat Daluwarsa (Verjaring, Prescription Lapse of
Time) karena telah Melampaui Batas Waktu yang Ditetapkan Pasal 1967
KUHPerdata untuk Menggugat. Faktanya, Gugatan A Quo Baru Diajukan
122 Tahun setelah Berlangsungnya Penyerahan (Sebagaimana
Didalilkan Penggugat pada Tahun 1894) atau 35 Tahun Setelah Dilakukan
Pembebasan Tanah.

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan “...
dianugerahkan / diberikan Tanah Perwatasan seluas * 18.000 hektar
yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar
Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat
Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894";

2. SEANDAINYA BENAR ada peristwa penyerahan tahun 1894
tersebut (quad non rectum), faktanya gugatan a quo untuk menuntut
hak kepemilikannya baru diajukan oleh Penggugat tahun 2016. Dengan
demikian gugatan a quo baru diajukan 122 tahun setelah berlangsungnya
penyerahan tersebut;

Pada segi lain secara faktual dan objektif dan terang benderang secara
FISIK dan YURIDIS dan OPENBAAR yakni terbuka bagi masyarakat
UMUM, Tergugat Il telah melakukan pembebasan tanah obyek
sengketa pertama kali pada tahun 1981. Dengan demikian, secara
nyata dan objektif gugatan a quo baru diajukan Penggugat 35 tahun dari
tanggal pembebasan dan PENGUASAAN FISIK dan YURIDIS tanah
obyek sengketa dilakukan oleh Para Tergugat melalui Panitia
Pembebasan Tanah;

3. Ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata menyatakan sebagai berikut :
“Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang
bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu
30 tahun,....”
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4. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata
tersebut, dikaitkan dengan peristiwa pengajuan gugatan yang diajukan
Penggugat secara nyata dan objektif TERBUKTI dengan jelas bahwa
gugatan Penggugat dalam perkara ini nyata-nyata telah daluwarsa,
mengingat gugatan / tuntutan hukum baru diajukan setelah 122
tahun sejak penyerahan atau 35 tahun sejak Para Tergugat
melakukan pembebasan dan penguasaan fisik dan yuridis atas
tanah obyek sengketa, sehingga telah melampaui jangka waktu 30 tahun
yang ditentukan undang-undang dalam hal ini Pasal 1967 KUHPerdata;
5. Bahwa oleh karena TERBUKTI gugatan Penggugat yang diajukan
Penggugat DALUWARSA, maka cukup dasar bagi Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

V. Obyek Gugatan Kabur/Tidak Jelas (Obscuur Libel) dalam Bentuk
Error In Objecto karena Penggugat tidak dapat Menjelaskan serta
Menunjukkan Luas dan Letak Tanah Secara Tepat

1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat pada pokoknya
mendalilkan bahwa alm. Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu memperoleh tanah seluas + 18.000
hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) berdasarkan pemberian
(hibah) dari Sultan Muhamad Sulaiman dengan batas-batas:

- Sebelah Barat: pipa Pertamina/BPM,;

- Sebelah Selatan: kelurahan Kuala Samboja;

- Sebelah Timur: Laut;

- Sebelah Utara: Kecamatan Muara Jawa.
Selanjutnya pada posita gugatan angka 7, Penggugat pada intinya
mendalilkan bahwa di atas sebagian tanah peninggalan alm. Andi
Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu
tersebut, yaitu seluas = 141, 9 Ha telah dikuasai secara tanpa hak oleh
Para Tergugat;
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2. Bahwa dalil gugatan yang menyebutkan luas tanah obyek sengketa
adalah + 141,9 Ha adalah tidak jelas, karena dalam gugatan a
quo Penggugat menyebut luas tanah obyek sengketa dengan tanda
“+” (“kurang lebih”), dengan demikian Penggugat tidak dapat
menyebutkan secara pasti berapa luas tanah obyek sengketa;

3. Di samping itu, mengingat Penggugat mendalilkan bahwa tanah
obyek sengketa adalah seluas = 141,9 Ha merupakan bagian dari tanah
seluas + 18.000 Ha, maka Penggugat harus dapat dan
mampu menunjukkan SECARA TERANG dan PASTI letak tanah
seluas + 141,9 Ha dari tanah seluas * 18.000 Ha tersebut letaknya
berada di sebelah mana? Apakah letak tanah seluas + 141,9 Ha berada
tepat di tengah-tengah tanah seluas + 18.000 Ha? atau tanah seluas +
141,9 Ha itu terletak di pinggir sebelah utara, timur, selatan atau sebelah
barat dari tanah seluas = 18.000 Ha?

Dalam gugatan a quo, Penggugat hanya menyebutkan batas-batas tanah
seluas + 18.000 Ha. Namun faktanya, Penggugat tidak mampu
menunjukkan secara terang dan pasti batas-batas tanah seluas +
141, 9 Ha, padahal tanah seluas + 141, 9 Ha inilah yang nyata-nyata
menjadi obyek sengketa yang digugat olehnya;

4. Penggugat dalam posita gugatan angka 2 hanya menyebutkan
tanah seluas + 18.000 Ha yang diklaim sebagai miliknya berada “di
Sanipah (Samboja)” tanpa pernah disebutkan secara jelas dan detail
mengenai nama jalan, desa, kecamatan dan kabupaten yang menjadi
lokasi tanah tersebut. Bahkan, pada posita gugatan angka 7, Penggugat
juga hanya menyebutkan tanah obyek sengketa seluas + 141,9 Ha tanpa
pernah disebutkan dimana lokasi tanah obyek sengketa tersebut, apa
nama jalannya? Terletak di desa / kelurahan apa? Kecamatan apa? dan
Kabupaten mana?;

Ketidakjelasan mengenai lokasi obyek sengketa ini nyata-nyata telah
mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat formil yang
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ditentukan Pasal 8 ayat (3) Rv yang menyebutkan: setiap gugatan harus
jelas, terang dan pasti (eendeugdelijk en bepalde conclusie);

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149
K/Sip/1975 dinyatakan bahwa surat gugatan yang tidak menyebutkan
dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat
gugatan tidak dapat diterima;

6. Mengingat gugatan Penggugat nyata-nyata mengandung cacat
hukum berupa obyek gugatan yang kabur/tidak jelas (obscuur libel)
karena itu nyata-nyata secara objektif error in objecto dan sekaligus
bertentangan (strydig, violate) dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv
yang telah diterima praktek peradilan sebagai dasar ketentuan patokan
syarat sahnya gugatan berdasar “process doelmatigheid”. Dengan
demikian gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard),

VI. Keraguan Mengenai Keabsahan Lembaga Bantuan Hukum Warga
Jaya Indonesia Kaltim Sebagai Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Yang Mewakili Penggugat Dalam Perkara A Quo Sesuai Undang-Undang
Tentang Bantuan Hukum.

1. Bahwa Sdr. Kursani / Penggugat telah menunjuk Lembaga Bantuan
Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim sebagai kuasa hukumnya dalam
perkara a quo;

2.  Mengacu ketentuan Pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2011
tentang Bantuan Hukum, pada intinya menyebutkan bahwa suatu
organisasi pemberi bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat yang
diantaranya adalah diwajibkan berbentuk Badan Hukum dan wajib
Terakreditasi;

3. Oleh karenanya, merujuk ketentuan UU dimaksud, maka sebagai
organisasi pemberi bantuan hukum, Lembaga Bantuan Hukum Warga
Jaya Indonesia Kaltim wajib berbentuk Badan Hukum dan harus

Terakreditasi;
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4. Apabila benar bahwa Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya
Indonesia Kaltim merupakan suatu Badan Hukum maka sudah
merupakan suatu keharusan baginya untuk memenuhi keabsahannya
sebagai badan hukum, terutama terkait pendirian dan pengesahan suatu
badan hukum. Misalnya apabila badan hukum tersebut berbentuk
yayasan maka harus terdapat akta pendirian berupa akta notariil dan
pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia;
Di samping itu, Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya Indonesia Kaltim
juga harus medapatkan Akreditasi dari Pemerintah;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada yang mulia
Majelis Hakim untuk memastikan Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya
Indonesia Kaltim telan sah berbentuk Badan Hukum dan sudah
Teakreditasi sebagai organisasi pemberi bantuan hukum;
Keabsahan tersebut sangat penting dalam pemeriksaan perkara a quo,
mengingat apabila terbukti Lembaga Bantuan Hukum Warga Jaya
Indonesia Kaltim bukanlah badan hukum yang sah sesuai ketentuan
perundang-undangan dan belum Terakreditasi oleh Pemerintah,
maka kedudukannya sebagai organisasi pemberi bantuan hukum
yang mewakili Sdr. Kursani dalam perkara a quo menjadi tidak sah,
sehingga berakibat gugatan a quo juga menjadi tidak sah dengan
demikian sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Ontvankelijkeverklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat Il mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas

merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Pokok Perkara

di bawah ini;

VIl. Dasar Alas Hak Perolehan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa

sudah Tidak Sah dan Tidak Valid (Onwettig en Invalideteid), Unlawful
and Invalidate) KARENA TELAH DICABUT OLEH SULTAN KUTAI.
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1. Bahwa pada posita gugatan angka 2, Penggugat mendalilkan tanah
obyek sengketa diperoleh dengan cara “.. dianugerahkan/diberikan
Tanah Perwatasan seluas + 18.000 hektar yang terletak di Sanipah
(Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat Penyerahan Hak
No. 85 Tahun 1894. Bahwa adapun Tanah Perwatasan seluas + 18.000
hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan oleh
Sultan Muhamad Sulaiman ...”;

Selanjutnya pada posita gugatan angka 3, Penggugat mendalilkan
“Bahwa terhadap penyerahan Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai
kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat Penyerahan Hak
No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan diakui oleh Sultan
A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai/Kepala Daerah Istimewa Kutai sesuai
Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di masa
pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana
Samboja tertanggal 1 Januari 1956";

2. Bahwa Tergugat Il MENOLAK TEGAS dalil Penggugat yang pada
pokoknya menyatakan memperoleh tanah obyek sengketa berdasarkan
penyerahan/ pemberian Tanah Perwatasan oleh Kerajaan Kutai mengacu
pada Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 yang selanjutnya
diperkuat dengan Surat Pernyataan/Pengakuan Sultan A.M. Parikesit di
masa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat/Asisten Wedana
Samboja tertanggal 1 Januari 1956;

3. Seandainya-pun dalil Pengugat sebagaimana kami jelaskan pada
angka 1 di atas benar terjadi, Tergugat |l menyatakan bahwa Penggugat
telah melakukan MANIPULASI dan PENYESATAN (manipulatie en
misleiden, manipulation and misleading) dalam bentuk
menyembunyikan FAKTA tentang PENCABUTAN. Bahwa pemberian
tanah oleh Kerajaan Kutai (atau lazim disebut “Tanah Grant Sultan”)
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TELAH DICABUT oleh Sultan Kutai berdasarkan ketentuan sebagai
berikut:
a. Rondschrijven No. 1677/3-ZB tanggal 16 September 1931,
dimana pada angka 10 menyebutkan “Seseorang tidak boleh
mengingat peratoeran dahoeloe kala, jang menjatakan masing-
masing ada mempoenjai rantaoe, soengai, kelan atau noesa, dil
sebagai poesaka dari nenek mojangnja, karena pemerintah
keradjaan Koetai telah tarik kembali hak-hak itoe dari orang-orang
Jjang dikaroeniai dahoeloe”;
b. Titah Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura tanggal 10
September 2011 yang pada substansinya menyatakan:
- Tidak mengenal adanya “Grant Sultan”;
- Menegaskan kembali ketentuan Rondschrijven No. 1677/3-
ZB tanggal 16 September 1931 yang telah mencabut tanah-tanah
pemberian Sultan kepada masyarakat;
- Dengan berlakunya Undang-undang No. 5 Tahun 1960
(“UUPA™M maka tanah-tanah bekas Kerajaan Kutai Kartanegara
langsung menjadi Tanah Negara tanpa terkecuali. Setiap orang
yang memiliki tanah (pembukaan hutan, hibah, wasiat, pemberian)
harus mendaftarkan kembali tanahnya ke Kantor Pertanahan
dengan tetap memperhatikan Perpu No. 56 Tahun 1960 tentang
Penetapan Batas Luas Tanah Pertanian serta tanah tersebut
harus digarap secara aktif dan tidak boleh diterlantarkan;
4. Selain fakta-fakta di atas terdapat lagi fakta-fakta objektif lain yang
mendukung BUKTI PENCABUTAN tersebut berdasar surat-surat yang
dibuat Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maupun oleh BPN RI
bahwa pemberian tanah oleh Kesultanan Kutai (tanah Grant Sultan)
sudah dicabut/tidak berlaku, setidaknya berdasarkan surat-surat sebagai
berikut:
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a. Surat Bupati Kutai Kartanegara No.
000.590/1971/Pertanahan tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan
Status Tanah Grant Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah
Kabupaten Kutai Kartanegara,
b. Surat BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai
Kartanegara No. 168/64.02.300/7/X1/2013 tanggal 1 November 2013
perihal Tanah Hak Milik AP Kartanegara Il yang menegaskan bahwa
tanah Grant Sultan telah dicabut;
c. Surat BPN RI Kantor Wilayah Propinsi Kalimantan Timur No.
570/595/BPN-16/1998 tanggal 9 Oktober 1998 perihal Mohon
penjelasan tertulis mengenai pengakuan Hibah tanah adat Grant
Sultan di Kerajaan Kutai;
5. Seandainya-pun Penggugat tetap mengklaim merasa berhak atas
tanah obyek sengketa, (quad non rectum) berdasarkan ketentuan
KEEMPAT Huruf A UUPA, eksistensi dan legalitas semua tanah
Swapraja atau bekas Swapraja (termasuk Tanah Grant Sultan) telah
dihapuskan dan beralih menjadi Tanah Negara. Dengan demikian, hak
Penggugat untuk menuntut obyek sengketa telah hapus dan gugur
dengan sendirinya;

VIIl. Dalil Penggugat yang Menyatakan “Pemerintah Membuat Pengakuan
atas Hak Kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa” TIDAK
BERDASAR karena Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei
1965 telah Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku oleh SK Gubernur KDH
Tkt | Kalimantan Timur;

1. Bahwa pada posita gugatan angka 5, Penggugat mendalilkan
“‘Bahwa terhadap tanah a quo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai
Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal
18 Mei 1965 ... (dst)
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... telah terbukti bahwasannya Negara melalui Lembaga/instansi Negara
yang mengurusi masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan
terhadap Hak Kepemilikan tanah milik Penggugat a quo”;
2. Bahwa Tergugat || MENOLAK TEGAS dalil Penggugat tersebut di
atas mengingat Surat Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 196
yang diklaim oleh Penggugat sebagai bentuk pengakuan Negara atas
hak kepemilikannya tersebut TELAH DICABUT DAN DINYATAKAN
TIDAK BERLAKU berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I
Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 tentang Penegasan Bidang Tanah
Yang Terletak Antara Kampung Labuhan Besar Dengan Kampung Sigagu
Seluas 18.000 Ha Menjadi Bidang Tanah Negara;
Adapun Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No. 132
Tahun 1975 pada Bagian MEMUTUSKAN — Menetapkan — Diktum
Keempat selengkapnya berbunyi “Dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Penegasan ini maka Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah
Tingkat Il Kutai tanggal 18 Mei 1965 No. A-131/D-2-1963 yang terang-
terang pemberiannya adalah bertentangan dengan Surat Keputusan
Menteri Agraria No. SK. 122/Ka/1962 dinyatakan dicabut dan tidak
berlaku”;
3. Bahwa Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I Kalimantan Timur No.
132 Tahun 1975 pada Bagian Menimbang pada substansinya berisi:
a. Hak tanah yang telah diberikan oleh Sultan Kutai dengan
surat pemberiannya tahun 1894 kepada Andi Makulawu adalah
bersifat penguasaan atas sebagian wilayah Kerajaan yang telah
dihapuskan berdasarkan ketentuan Rondschrijven No. 1677/3-ZB
tanggal 16 September 1931 angka 10, sehingga dengan berlakunya
UUPA menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara;
b. Sejak tahun 1917 tanah tersebut telah ditinggalkan oleh yang
bersangkutan tidak diurus dan dipelihara, sehingga menjadi tanah
terlantar (bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UUPA);
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c. Oleh karena bidang tanah tersebut sejak tahun 1930 hingga
tahun 1966 sebagian tanah telah diusahakan oleh penduduk
serta sebagian lainnya adalah berwujud hutan yang dikelola
Perhutani sesuai Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK.
46/Ka/1963 tanggal 20 Oktober 1963, maka tuntutan ahli waris Andi
Makulawu atas tanah tersebut adalah tidak sesuai dengan
ketentuan Perpu No. 56 Tahun 1960 dan peraturan-peraturan
pelaksanaannya;
d. Menegaskan bahwa bidang tanah tersebut menjadi Tanah
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (d) Peraturan
Pemerintah No. 224 Tahun 1961 untuk ditetapkan penggunaannya
lebih lanjut oleh Pemerintah;
Bertitik tolak dari fakta-fakta yang Tergugat Il kemukakan diatas, Tergugat
II dapat dan mampu melumpuhkan dalil Penggugat tentang Surat
Pengakuan Hak Sementara tertanggal 18 Mei 1965. Oleh karena itu, dalil
Penggugat tersebut HARUS DITOLAK dan TIDAK
DIPERTIMBANGKAN;
IX. Klaim Kepemilikan Penggugat atas Tanah Obyek Sengketa
Bertentangan dengan Ketentuan Hukum yang Berlaku (Strydij, Violate/

Contrarary)
A. Gugatan Penggugat Melanggar Batas Maksimum Tanah
Pertanian
1. Berdasarkan Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960

tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian pada Pasal 1 ayat (1)
ditegaskan bahwa “Seorang atau orang-orang yang dalam
penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya
diperbolehkan menguasai tanah pertanian baik miliknya sendiri atau
kepunyaan orang lain atau pun miliknya sendiri bersama kepunyaan
orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum
sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini”;
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Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 56 Prp
Tahun 1960 menegaskan bahwa “Dengan memperhatikan jumlah
penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas

maksimum yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan

sebagai berikut:
No. Di daerah-daerah yang Sawah Tanal.w
Kering |
1 Tidak Padat 15 Ha 20 Ha
Padat:
a. Kurang Padat 10 Ha 12 Ha
b. Cukup Padat 7,5 Ha 9 Ha
¢. Sangat Padat 5Ha 6 Ha
2, Dengan demikian, klaim Penggugat atas kepemilikan tanah

seluas + 18.000 Ha sebagaimana dalam gugatannya jelas-jelas
bertentangan dan melanggar ketentuan tentang batas luas
maksimum (dimana tanah yang diperbolehkan untuk dimiliki paling
luas adalah 20 Ha) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.
56 Prp Tahun 1960, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah
sepatutnya ditolak seluruhnya;
B. Penggugat Tidak Pernah Menguasai Secara Fisik dan
Memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa Secara Terus Menerus
1. Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah menguasai dan
memanfaatkan tanah obyek sengketa secara terus menerus. Hal ini
sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Gubernur KDH TK.I
Kalimantan Timur No. 132 Tahun 1975 pada Bagian Menimbang huruf
b yang berbunyi “bahwa sejak tahun 1917 tanah tersebut telah
ditinggalkan oleh yang bersangkutan tidak diurus dan dipelihara
sebagaimana mestinya, sehingga menjadi terlantar ..."”;
2, Dengan demikian, gugatan Penggugat nyata-nyata tidak
berdasar karena Penggugat tidak pernah menguasai dan
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memanfaatkan tanah sengketa. Hal ini jelas melanggar ketentuan
Pasal 10 ayat (1) UUPA yang menyatakan “Setiap orang dan badan
hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada
asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri
secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan”;
3. Sebagaimana telah  dipertimbangkan pula  dalam
pertimbangan hukum putusan perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg
yang pada pokoknya disebutkan bahwa Penggugat (Sdr. Kursani)
tidak pernah menguasai secara fisik atas tanah obyek perkara No.
09/Pdt.G/2016/PN.Trg karena secara nyata bahwa tanah seluas +
18.000 Ha telah dikuasai penduduk dan ditempati oleh penduduk
sehingga Penggugat telah menterlantarkan tanah. Selanjutnya tanah
obyek perkara telah dipergunakan oleh Tergugat | dalam perkara No.
09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang diperolehnya berdasarkan pembebasan
tanah;

C. Dalil dan Tuntutan Ganti Rugi Bertentangan dengan Peraturan

Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian

Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
1. Posita gugatan Penggugat angka 6 dan 8 yang mendalilkan
bahwa Penggugat berhak atas tanah obyek sengketa dan berhak atas
ganti rugi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti
Kerugian adalah TIDAK BENAR karena persyaratan utama di dalam
Peraturan Pemerintah tersebut adalah hak kepemilikannya diakui oleh
negara. Dalam perkara a quo hak kepemilikan Penggugat sudah
tidak ada dan tidak diakui negara karena Surat Pengakuan Hak
Sementara tanggal 18 Mei 1965 sudah dicabut oleh Surat
Keputusan Gubernur KDH TK.l Kalimantan Timur No. 132 Tahun
1975;
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2, Sehubungan dengan fakta tersebut di atas, bahwa hak
kepemilikan Penggugat (bila benar adanya) atas tanah obyek
sengketa TELAH DICABUT atau tidak eksis dan tidak mempunyai
dasar hukum lagi sehingga tuntutan Penggugat untuk mendapatkan
ganti rugi dari Tergugat Il BERTENTANGAN (strydij, violate
contrarary) dengan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961;
3. Hal ini juga diperkuat Undang-undang No 1 Tahun 1958
tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir yang intinya kepemilikan
tanah yang diakui negara adalah tanah yang dikuasai secara terus
menerus. Terhadap tanah yang tidak digunakan atau tidak diusahakan
oleh pemiliknya, maka tidak diberikan ganti kerugian. SEANDAINYA
BENAR Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa (quad non
rectum), faktanya tanah obyek sengketa tidak pernah dikuasai oleh
Penggugat hingga saat ini, sehingga Penggugat tidak berhak atas
ganti rugi;
D. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Peraturan Menteri
Agraria No. 5 Tahun 1999 juncto Pasal 3 dan Penjelasan Umum Ii
ayat (3) UUPA
1. Bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI
No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak
Ulayat Masyarakat Hukum Adat mengatur:
Pasal 2 ayat (2):
“Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:
- terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat
oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu
persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan
ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya

sehari-hari;
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- terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan
hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya
mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
- terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan,
penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan
ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.”
Pasal 3:
“Pelaksanaan hak ulayat masyarakat hukum adat sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 tidak lagi dilakukan terhadap bidang-
bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 6:
a. sudah dipunyai oleh perseorangan atau badan hukum
dengan sesuatu hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok
Agraria;
b. merupakan bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh
atau dibebaskan oleh instansi Pemerintah, badan hukum
atau perseorangan sesuai ketentuan dan tata cara yang berlaku”
2. Dalam perkara a quo, faktanya:
a. Keberadaan Kesultanan Kutai Kartanegara saat ini tidak lagi
memiliki kewenangan mengatur tanah, melainkan hanya dalam
rangka pelestarian seni, budaya dan adat istiadat (vide Surat
Edaran Bupati Kutai Kartanegara No. 000.590/1971/Pertanahan
tanggal 2 Oktober 2014 perihal Penegasan Status Tanah Grant
Sultan dan Tanah Adat/Tanah Ulayat di Wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara);
b. Terhadap tanah obyek sengketa telah dilakukan
pembebasan tanah melalui Panitia/Tim Pembebasan Tanah
Pemerintah Daerah Tingkat |l Samarinda dan/atau Kutai;
Dengan demikian, gugatan Penggugat yang mendasarkan kepemilikan
tanah obyek sengketa berdasarkan ketentuan Hukum Adat jelas-jelas
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tidak terpenuhiltidak terbukti, untuk itu gugatan Penggugat sudah
sepatutnya ditolak seluruhnya;

X. Pembebasan Tanah Obyek Sengketa untuk Tergugat | adalah Sah.
1. Bahwa sebelum berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi (yakni saat berlakunya Undang-undang
No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi Negara juncto Undang-undang No. 44 Prp Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi), Tergugat Il berkedudukan sebagai
Pengawas dan Pembina kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan
oleh seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor PSC), termasuk
Tergugat I;
2. Berdasarkan hal tersebut, maka selama kurun waktu tahun 1971
sampai dengan tahun 2003 (ketika UU No. 22 Tahun 2001 telah berlaku
efektif dan terbentuknya BP MIGAS / sekarang SKK MIGAS), kebutuhan
seluruh tanah untuk kegiatan operasi migas dilakukan melalui proses
pembebasan tanah yang dilaksanakan oleh Tergugat Il melalui Panitia
Pembebasan Tanah;
3. Faktanya, terhadap tanah obyek sengketa telah dilaksanakan
pembebasan tanah oleh Tergugat I melalui Panitia Pembebasan Tanah
Pemerintah Daerah Tingkat Il Samarinda dan/atau Kutai selama kurun
waktu sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 2003;
4, Bahwa pelaksanaan pembebasan tanah tersebut telah dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana sudah dilakukan
pembayaran ganti rugi kepada masing-masing pemilik tanah yang berhak
yang selanjutnya masing-masing pemilik tanah tersebut telah melepaskan
hak atas tanahnya kepada Tergugat Il yang diperuntukkan untuk kegiatan
operasional migas Tergugat | serta tidak ada keberatan dari pihak
manapun termasuk dari Penggugat sendiri pada waktu itu;
5. Dengan demikian, proses pembebasan terhadap tanah obyek
sengketa dalam perkara a quo telah dilaksanakan sesuai prosedur dan
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ketentuan yang berlaku atau “due process of law” and “due of law”
yang selanjutnya akan kami buktikan pada saat agenda pembuktian
nanti;

Xl. Tanah Obyek Sengketa Merupakan Aset Negara dan Obyek Vital

Nasional Sehingga Sangat Patut Memperoleh Perlindungan Hukum.

1. Merujuk ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35
Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
disebutkan bahwa “Tanah yang telah diselesaikan oleh Kontraktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 menjadi milik Negara ..."
Hal tersebut sebagaimana telah diadopsi dalam pertimbangan hukum
perkara No. 09/Pdt.G/2016/PN.Trg yang pada substansinya menyatakan
bahwa dalam pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas, segala benda
yang dibeli oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) untuk keperluan
kegiatan operasional migas, termasuk tanah yang telah dibebaskan,
otomatis menjadi Aset/Barang Milik Negara, sehingga kemudian dalam
amar putusannya dinyatakan bahwa tanah obyek perkara No.
09/Pdt.G/2016/PN.Trg adalah Barang Milik Negara;
2. Pada sekitar tahun 2010, Pengadilan pernah juga memutuskan
suatu tanah lokasi kegiatan operasional migas dinyatakan sebagai Aset
Negara, yakni melalui putusan No. 21/PDT/2010/PT.KT.SMDA juncto No.
3158 K/PDT/2010 yang telah mengabulkan gugatan perlawanan dari
Menteri ESDM RI dan menyatakan tanah obyek sengketa sebagai Aset
Negara;
3. Bahwa mengacu pada Keputusan Menteri ESDM RI No. 3407
K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Penetapan Obyek
Vital Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam
Lampirannya Nomor 83 telah disebutkan bahwa tanah obyek perkara a
quo yang masuk dalam wilayah Blok Sanga-Sanga yang dikelola oleh
Terguagt | merupakan Obyek Vital Nasional di Bidang ESDM Subsektor
Migas sehingga sudah selayaknya mendapatkan perlindungan hukum
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agar tetap dapat beroperasi di bawah kendali Tergugat | tanpa gangguan
dari pihak manapun;

Xll. Tergugat Il Tidak Pernah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum
Bahwa Tergugat Il MENOLAK TEGAS posita gugatan Penggugat angka 8,
12, 13 dan 14 karena Para Tergugat telah memperoleh dan memanfaatkan
tanah obyek sengketa secara sah melalui prosedur pembebasan tanah
sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas;

XIlil. Tergugat Il Menolak Tuntutan Ganti Rugi yang Diajukan Penggugat
Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 15 dan petitum gugatan
Penggugat mengenai ganti rugi tersebut tidak berdasar hukum atau
“ongegrand’ (groundless/baseless) karena ganti rugi yang dapat dituntut
dalam suatu perkara perdata harus merupakan ganti rugi atas kerugian yang
nyata-nyata diderita dan merupakan akibat langsung dari perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat;

Faktanya sebagaimana diuraikan di atas:
1. Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum
sebagaimana yang didalilkan dan yang dituduhkan Penggugat; dan
2. Penggugat justru tidak mempunyai hak atas tanah obyek sengketa;

Oleh karenanya, gugatan Penggugat ini harus ditolak untuk seluruhnya;

XIV. Tergugat Il Menolak Sita Jaminan, Dwangsom dan Putusan Serta
Merta yang Diajukan Penggugat.

1. Bahwa Tergugat Il menolak Sita Jaminan yang diajukan oleh
Penggugat, karena Penggugat bukanlah pihak yang berhak atas tanah
obyek sengketa dan permintaan Sita Jaminan tersebut juga tidak
mempunyai landasan hukum sama sekali. Oleh karena itu, mohon
kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak Sita Jaminan yang
diajukan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat Il menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang
digjukan Penggugat karena tuntutan tersebut sangat berlebihan,
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jumlahnya sungguh fantastis dan tidak memiliki landasan hukum yang
tepat;
Di samping itu, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 791
K/Sip/1972 secara tegas menyatakan : “Dwangsom tidak dapat dituntut
bersama-sama dengan tuntutan membayar uang’;
Berkenaan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim
menolak tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat Il menolak tuntutan Penggugat mengenai
permintaan agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan
terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, maupun
kasasi ataupun upaya hukum lainnya.
Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun
2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan
Putusan Provisionil, serta tidak memiliki dasar hukum sama sekali,
sehingga sudah selayaknya ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat.
GUGATAN REKONVENSI
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi mohon agar hal-hal
yang telah diuraikan dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di atas
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi
di bawah ini.
2. Bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi digugat
berkaitan dengan tanah obyek sengketa yang merupakan Barang Milik Negara
yang dikelola oleh Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi untuk
kegiatan operasi hulu migas dan tercatat di Kementerian Keuangan Republik
Indonesia;
3. Adapun keterlibatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi pada
perkara a quo semata-mata karena pada masa sebelum berlakunya Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi berkedudukan sebagai Pengawas dan
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Pembina Kegiatan Operasional Hulu Migas yang dilakukan Turut Tergugat
Rekonvensi/Tergugat | Konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
Konvensi-lah yang meminta pembebasan tanah obyek sengketa kepada
Pemerintah Daerah setempat;

4. Selanjutnya telah dilakukan pembebasan tanah obyek sengketa oleh
Panitia/Tim Pembebasan Tanah Daerah Tingkat Il Samarinda dan/atau Kutai
sesuai tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku. Pembebasan tanah obyek
sengketa yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi (untuk
keperluan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi melalui Panitia/Tim
Pembebasan Tanah sudah sesuai tata cara dan ketentuan hukum yang
berlaku. Oleh karena itu, status tanah obyek sengketa sebagai Barang Milik
Negara adalah sah dan mengikat serta harus mendapatkan perlindungan
hokum;

5. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa merupakan Barang Milik Negara,
maka klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atas tanah
obyek sengketa jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena
mengakui Barang Milik Negara sebagai miliknya;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum dalam pengajuan gugatan a quo, dimana
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melanggar ketentuan
tentang batas luas maksimum yang diatur dalam Undang-Undang No. 56
Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yakni dengan
mengklaim  memilki tanah seluas + 18.000 Ha dimana telah
melampaui/melanggar ketentuan batas terluas tanah yang boleh dimiliki yaitu
seluas 20 Ha.;

7. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang
telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Tenggarong kepada
Penggugat Rekonvensi/Tergugat |l Konvensi, telah memberikan beban
kerugian, baik secara fisik, materi maupun mental kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi;
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8. Untuk menanggapi tuntutan-tuntutan Tergugat Rekonvensi/Penggugat
Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi telah
menghabiskan banyak waktu, biaya dan tenaga, yang seharusnya dipakai
untuk kepentingan Perusahaan yang notabene adalah untuk kepentingan
Bangsa dan Negara untuk mengelola industri minyak dan gas bumi guna
kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia;

9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang
mengajukan gugatan permintaan pembayaran ganti rugi adalah Perbuatan
Melawan Hukum karena telah mengakui sesuatu yang bukan haknya dan
menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi mengalami
kerugian;

10.Bahwa untuk  mempertahankan  haknya, @ maka  Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi harus melakukan pengumpulan dokumen
yang berhubungan dengan gugatan a quo dan telah melakukan pertemuan-
pertemuan dengan instansi terkait. Oleh karena itu, Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi telah mengalami kehilangan waktu kerja
untuk menyelesaikan permasalahan ini;

11.Bahwa sebagai akibat adanya tuntutan-tuntutan dari Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat I
Konvensi harus berulang kali mengeluarkan biaya-biaya untuk keperluan
penyelesaian permasalahan ini, antara lain:

a. Kerugian materiil

Proses penanganan perkara a quo hingga putusan Pengadilan Negeri
Tenggarong adalah kurang lebih selama 6 bulan (24 minggu) ditambah
proses mediasi sebelumnya adalah selama 8 minggu, sehingga total jangka
waktu penanganan perkara adalah 32 Minggu (atau 30 kali persidangan).
Untuk beracara di Persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut
membutuhkan biaya transportasi dan akomodasi serta biaya-biaya lainnya

yang semuanya biaya-biaya tersebut adalah merupakan kerugian yang
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harus ditanggung oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat |l Konvensi,
kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:
- Personil yang terlibat menangani Perkara sebanyak 15 orang: Rp.
10.000.000,- X 15 = Rp. 150.000.000,-;
- Konsultasi dengan Ahli Hukum untuk mempersiapkan pembelaan:
Rp. 500.000.000,-;
- Biaya tiket transportasi Jakarta — Balikpapan (PP) : Rp. 5.000.000,-
X 2 orang X 30 Persidangan = Rp. 300.000.000,-
- Biaya tiket transportasi Balikpapan - Tenggarong (PP):
Rp1.000.000,- X 2 orang X 30 Persidangan = Rp. 60.000.000,-
- Biaya Akomodasi selama persidangan: Rp. 1.000.000,- X 2 orang X
30 Persidangan = Rp. 60.000.000,-
- Biaya-biaya operasional beracara termasuk biaya pengumpulan
dokumen, fotocopy, legalisir, meterai, dan lain-lain adalah sebesar Rp.
50.000.000,-
Sehingga jumlah kerugian materil Tergugat |l adalah sebesar
Rp1.120.000.000,- (satu miliar seratus dua puluh juta rupiah);
b. Kerugian Imateriil
Bahwa selain adanya kerugian materil yang nyata tersebut, pada
kenyataannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi juga
mengalami kerugian moril sebagai akibat adanya tekanan publik dan
tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi di
mata masyarakat (khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar areal
tanah obyek sengketa), berkurangnya kepercayaan stakeholder yang tidak
dapat diperkirakan besaran nilainya, namun setidaknya kerugian immateriil
yang diderita sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah);
Bahwa total kerugian sebesar Rp. 21.120.000.000,- (dua puluh satu miliar
seratus dua puluh juta rupiah) yang diderita oleh Penggugat
Rekonvensi/Tergugat Il Konvensi tersebut adalah menjadi tanggung jawab
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Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang harus dibayar secara tunai
dan sekaligus;
12.Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat |l Konvensi khawatir apabila
Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai atau tidak memenuhi
kewajiban hukum yang dibebankan oleh putusan Pengadilan. Oleh karenanya,
patut dan wajar apabila terhadap seluruh harta benda/harta kekayaan Tergugat
Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang ada diletakkan sita jaminan, diawali
dengan sita jaminan terhadap barang bergerak dan apabila tidak mencukupi
maka juga terhadap barang tidak bergerak (diantaranya, namun tidak terbatas
pada sebidang tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jalan Soekarno
Hatta Km 15, RT 37, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara,
Kota Balikpapan);
13.Melalui Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat |l
Konvensi juga meminta kepada Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat |
Konvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam Gugatan
Rekonvensi a quo.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Tergugat |l
Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Tenggarong berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara a quo
dengan amar putusan sebagai berikut:
MENGADILI
DALAM KONVENSI
DALAM EKSEPSI
1. Menerima Eksepsi Tergugat Il untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet
Ontvankelijkeverklaard);
DALAM POKOK PERKARA
1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
DALAM REKONVENSI
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1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Il
Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak
apapun atas tanah seluas + 18.000 Ha sebagaimana didalilkan dalam
gugatan konvensi;
3. Menyatakan tanah obyek sengketa adalah Barang Milik Negara;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan
Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
ganti rugi materil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 1.120.000.000,- (satu miliar
seratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar
ganti rugi immateril secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat
Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh
miliar rupiah);
7. Memerintahkan Turut Tergugat Rekonvensi/Tergugat | Konvensi untuk
tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI
Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau:
Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan jawaban yang disampaikan oleh
Tergugat | Konvensi/Turut Tergugat ReKonvensi dan juga Tergugat Il Konvensi /
Penggugat ReKonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat ReKonvensi
telah mengajukan Replik sekaligus jawaban atas gugatan Rekonvensi. Demikian
pula Tergugat | Konvensi/Turut Tergugat ReKonvensi dan juga Tergugat | Konvensi

/ Penggugat ReKonvensi telah menyampaikan Dupliknya dipersidangan;
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Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi,
yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 23 Maret 2017 bermaksud
hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Penggugat
Asal/Tergugat Intervensi memberikan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut :
DALAM POKOK PERKARA INTERVENSI :

1. Bahwa dengan Tanggapan ini, Penggugat menolak seluruh dalil dalam
permohonan intervensi dari pemohon intervensi, kecuali hal-hal yang diakui
kebenarannya oleh Penggugat.

2. Bahwa sebelum PENGGUGAT Menanggapi Permohonan Intervensi yang
diajukan aquo lebih lanjut, dengan ini PENGGUGAT dengan segala
kerendahan Hati Mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk tidak terjebak tujuan
PEMOHON INTERVENSI dan TERGUGAT | yang ingin membiaskan Masalah
aquo. Hal mana inti Permasalahan dari Sengketa aquo adalah:

- Bahwa (alm) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu, semasa hidupnya berkat jasa-jasanya terhadap
Kerajaan Kutai, maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu
berkuasa di Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikanTanah Perwatasan
seluas + 18.000 hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.)
Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu
berdasarkan Surat Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894.

- Bahwa adapunTanah Perwatasan seluas + 18.000 hektar yang
terletak di Sanipah (Samboja) yang telah diberikan/ dihibahkan oleh Sultan
Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di Kerajaan Kutaikepada
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu
Awu, dengan batas - batas sebagai berikut:

e  Sebelah Barat : Pipa Pertamina / BPM
e  Sebelah Selatan : Kelurahan Kuala Samboja
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e  Sebelah Timur; Laut
e  Sebelah Utara : Kecamatan Muara Jawa

- Bahwa terhadap penyerahan/ pemberianTanah Perwatasan oleh
Kerajaan Kutai kepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu sebagaimana tersebut dalam Surat
Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894 tersebut selanjutnya diperkuat dan
diakui oleh Sultan A.M. Parikesit selaku Sultan Kutai / Kepala Daerah
Istimewa Kutai sesuai Surat Pernyataan / Pengakuan Sultan A.M
Parikesit dimasa pemerintahannya serta Surat Keterangan Camat /
Asisten Wedana Samboja tertanggal 1 Januari 1956.

- Bahwa terhadap tanah aquo oleh Kantor Agraria Daerah Kutai
Tenggarong telah diterbitkan Surat Pengakuan Hak Sementara
tertanggal 18 Mei 1965. yang antara lain berisikan, memutuskan:

1. Memberikan / membuatkan surat pengakuan hak kepada Pemilik

yang secara keseluruhannya.
2. Membagi penguasaan hak tersebut menjadi 2 (dua) bagian:

a. Bagian yang belum diduduki yakni tanah kosong tetap milik
ahli warisnya.

b. Bagian yang sudah diduduki / digarap oleh penduduk akan
diselesaikan oleh Panitia Landreform dalam rangka redistribusi tanah

- Bahwa berdasarkan Surat aquo, yang dikeluarkan oleh Lembaga/
Instansi Negara yang mengurusi masalah Pertanahan, telah terbukii
bahwasannya Negara melalui Lembaga/ Instansi Negara yang berwenang
menangani masalah Pertanahan telah memberikan pengakuan terhadap
Hak Kepemilikan tanah milik PENGGUGAT aquo.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam
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Negeri No. SK-129 / DJA/ 1975 tertanggal 9 Desember 1975 dalam Diktum
Kedua telah mempersilahkan Gubernur Kepala Oaerah Tingkat |
Kalimantan Timur untuk menetapkan / mengusulkan peruntukan
selanjutnya atas tanah tersebut pada Diktum "pertama" dengan ketentuan:

a. Terhadap bagian-bagian tanah yang sudah diduduki / digarap petani
penggarap, agar diselesaikan melalui redistribusi dan pemberian hak
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun

1961 dan peraturan- peraturan pelaksanaan lainnya.

b. Terhadap bagian-bagian yang belum / tidak diduduki / digarap
rakyat agar diselesaikan pemberian haknya dengan prosedur
permohonan hak seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 6 Tahun 1972.

- Bahwa tanah Pemberian / Hibah dari Sultan Adji Muhammad
Sulaiman adalah merupakan tanah Limpah Kemurahan yang diberikan oleh
Adji Muhammad Sulaiman atas jasa (AIm.) Andi Makkulawu Gelar Raden
Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, mengenai Tanah Limpah
Kemoerahan diatur berdasarkan Hukum Tanah di Kerajaan, Fatsal n yang
berbunyi sebagai berikut

Fatsal ll: Tanah Limpah Kemoerahan, yang terjadi dari doea bagian

jaitoe:

1. Tanah jang dijatoehkan (diberikan) dengan soerat radja (Tjap kuning
pada segolongan kaoam atau soekoe bangsa goona tempat tinggul dan
beroesaha seperti diketiamatkan Samarinda Seberang, pada soekoe
bangsa Boegis, di Ketiamatan Tabang, Kampoeng Moeara Pedooan
pada soekoe Kenjah Oemaq Tinai dIL

Soerat terseboat ditjatoekan pada Kepala Kaoam atau sookoe jang

bersangkoetan oentoek kaoom keloearga dan bangsanja. Monoeroet
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adat tanah terseboet tidak boleh diganggoe oleh siapapoen ketjoeali
dangan titah Radja jang termaktoeb dengan soorat Radja atau tjap

koening.

2. Tanah jang ditjatoekan (diberikan) dengan limpah kemoerahan
Radja diserta tjap koening pada seseorang desa rakjat Koetai jang
berdjaoa pada Keradjaan Koetai Tanah terseboet teroes dipoesakai

oleh aehli warisnia. Tanah itoe kemhali pada Keradjaan. diika jang
diberi tiada beroedioenq atau ketooroonan ataupoen ia inakar
dengan perintah radja jang melimpahkan kemoerahan padania

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 1995 di atas sebagian tanah
peninggalan(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu, yaitu seluas * 141,9 Ha (Seratus Empat Puluh Satu
Koma Sembilan Hektare), telah dikuasai secara tanpa Hak. dan
selanjutnya dibangun pabrik pengolahan/ Pengeboran minyak dan Gas
oleh Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
(Pertamina) Cqg. PT. Vico Indonesia

- Bahwa tindakan TERGUGATI yang menguasai tanah dengan tanpa
Hak yang diikuti dengan pembangunan pabrik pengolahan/Pengeboran
minyak dan Gas oleh Pertamina Cqg. Vico Indonesia Balikpapan di atas
tanah milik ahli waris (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah) bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu ganti
rugi / melakukan Pembebasan terhadap pihak yang berhak/ Pemilik (in
casu PENGGUGAT ) tanah aquo, sebagaimana yang diatur dan ditentukan
dalam Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan
Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, nyata-nyata sangat
merugikan hak-hak keperdataan PENGGUGAT selaku Ahli Waris (Alm.)
Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu
terhadap tanah perwatasan aquo.
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3. Bahwa perlu penggugat tegaskan, gugatan dalam perkara sengketa aquo
adalah bukan mempermasalahkan tentang usaha dalam bidang migas dan
dijalankan oleh para tergugat (bukan sengketa usaha/ kegiatan Migas), akan
tetapi sengketa dalam perkara aquo adalah permasalahan penguasaan tanah
dengan tanpa hak dan melawan hukum oleh Pertamina Cg. PT. VICO
Indonesia di atas tanah milik ahli waris (Alm.) Andi makulawu gelar Raden
karta (Petta sanipah) Bin Andi Makawu Awu dengan tanpa memberikan suatu
Ganti Rugi / melakukan pembebasan terhadap pihak yang berhak/ pemilik(in
casu penggugat) tanah aquo;

4. Bahwa berdasarkan peran fungsi dari perang fungsi PEMOHON
INTERVENSI (SKK MIGAS) sebagaimana pula yang telah diakui sendiri oleh
PEMOHON INTERVENSI didalam permohonan intervensinya (vide : Pasal 1
ayat (23) Undang Undang Nomor: 22 tahun 2001 dan pasal 44 ayat (2)
undang undang nomor ; 22 tahun 2001), yang berbunyi sebagai berikut:

"Badan Pelaksana Adalah Suatu Badan Yang Dibentuk Untuk Melakukan
Pengendalian Usaha Hulu Dibidang Minyak Dan Gas Bumi"

Pasal 44 ayat (2) undang-undang No. 22 Tahun 2001, sebagai berikut:

"Fungsi Badan Pelaksana Sebagaimana Dimaksud Dalam Ayat (1) Melakukan
Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Hulu Agar Pengembalian Sumber
Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Milik Negara Dapat Memberikan Manfaat
Dan Penerimaan Yang Maksimal Bagi Negara Untuk Sebesar-Besar

Kemakmuran Rakyat"

5. Bahwa sebagaimana bunyi ketentuan yang mengatur mengenai fungsi dan
peranan dari PEMOHON INTERVENSI, dimana menitik beratkan pada
pengawasan kegiatan usaha MIGAS, jadi dalam hal ini hanya pada lingkup
"KEGIATAN USAHA", sementara sengketa perkara aquo adalah

mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa hak oleh
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Pertamina Cq. PT. VICO Indonesia.

6. Bahwa kepentingan hukum PEMOHON INTERVENSI hanya sebatas
selaku pengawas/Pengendali, Penyelenggara Kegiatan usaha Dibidang
MIGAS (Minyak Bumi dan Gas Alam) saja. Sehingga PEMOHON
INTERVENSI TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM LANGSUG
DENGAN OBJEK SENGKETA,

7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
No. 639 KISip/1975, Tanggal 28 Mei 1977, berlaku Kaidah Hukum yang

menyatakan :

"Bila Pihak Dalam Suatu Perkara Tidak Ada Hubungan Hukum Dengan Obyek
Perkara Maka Harus Dinyatakan Tidak Dapat Diterima"

8. Bahwa sebagaimana telah penggugat uraikan sebelumnya dalam Gugatan
sengketa perkara aquo mempermasalahkan penguasaan tanah dengan tanpa
hak oleh pertamina Cg. PT. VICO Indonesia diatas tanah milik ahli waris (Alm.)
Andi Makulawu Gelar Raden Kerta (Petta Senipah) Bin Andi Makawu awu
dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan pembebasan;

9. Bahwa dengan demikian telah nyata dan jelas yang menjadi objek
sengketa dalam perkara aquo adalah bidang tanah yang dikuasai secara
tanpa hak oleh TERGUGAT | dan TERGUGAT II;

10. Bahwa adalah tidak benar dalil-dalil dari PEMOHON INTERVENSI
yang pada intinya menyatakan bahwa PEMONON INTERVENSI memiliki
kepentingan Hukum dengan tanah objek sengketa;

11. Bahwa apabila ditinjau dari riwayat tanah yang menjadi objek
sengketa aquo, telah dikuasai secara melawan hukum oleh para tergugat
terhitung sejak Tahun 1995, sementara itu PEMOHON INTERVENSI (SKK
MIGAS) yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui
PERPRES No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggara Pengelolaan Kegiatan
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Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Hal demikian dapat dilihat dan adalah
Fakta bahwa PEMOHON INTERVENSI (SKK MIGAS) Baru Lahir dan di
Bentuk JAUH SETELAH PENGUASAAN SECARA MELAWAN HUKUM ATAS
TANAH yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara aquo. Jadi dengan
demikian adalah hal yang sangat mustahil apabila PEMOHON INTERVENSI
menyatakan bahwa SKK MIGAS memiliki kepentingan Hukum atas Tanah
yang menjadi Objek Sengketa Perkara aquo;

12. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan
intervensi halaman (2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi
memiliki kepentingan hukum atas tanah objek sengketa perkara
65/PDT.G./2016/PN.TRG.. Bahwa sebagaimana isi permohonan intervensi
yang diajukan pemohon intervensi sendiri yang menyatakan bahwa SKK
Migas terbentuk pada tahun 2013, dan SKK Migas sendiri adalah Pelaksana
Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi.
Penguasaan tanah milik Penggugat yang dilakukan secara melawan hukum
oleh Tergugat | dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Mei 1995, yang pada
masa itu jelas sekali pemohon intervensi belum lahir. Sehingga pemohon
intervensi adalah pihak yang tidak mengetahui apalagi menjalani penguasaan
secara melawan hukum tanah milik Penggugat. Dan mengenai fungsi
pemohon intervensi sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan dikaitkan dengan apa yang
digugat dalam Gugatan Penggugat, pemohon intervensi jelas-jelas tidak
memiliki kepentingan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., karena
Penggugat tidak menyebutkan sedikitpun mengenai ‘pengembalian tanah
kepada penggugat dalam keadaan kosong seperti sedia kala" sebagaimana
biasanya gugatan perbuatan melawan hukum pada umumnya. Gugatan
Penggugat meminta ganti rugi dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat
yang mana perbuatan melawan hukum tersebut telah menerbitkan kerugian
pada Penggugat. Sehingga objek-objek, infrastruktur ataupun sarana dan

prasarana diatas tanah milik Penggugat tersebut tidak terancam atau
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terganggu.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman
(2) huruf (A) yang menyatakan Pemohon Intervensi memiliki kepentingan
hukum atas tanah objek sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah
sewajarnya DUOLAK.

13. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan
intervensi halaman (7) huruf (A) yang menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il
tidak berkedudukan hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa
entah apa maksud dari dalil Pemohon Intervensi ini, yang menyatakan secara
langsung bahwa VIRGINA INDONESIA CO. LLC SUATU BADAN USAHA
YANG D1DIRIKAN BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN
DELAWARE. AMERIKA SERIKAT lah yang menguasai dan menjalankan
Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi diatas tanah milik Penggugat.
Apakah Pemohon Intervensi ingin menyatakan BADAN USAHA
BERDASARKAN HUKUM NEGARA BAGIAN DELAWARE. AMERIKA
SERIKAT dapat dengan serta merta menjalankan usaha di Indonesia, tanpa
perlu menjadi badan usaha yang didasarkan hukum negara republik
indonesia? Dan badan usaha yang tidak didasarkan hukum negara republik
indonesia tersebut menjalankan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat?

Bahwa apabila hendak dicari siapa saja Pihak - Pihak yang harus
dipersalahkan/digugat / dimintakan Pertanggungjawaban terhadap Perbuatan
Melawan Hukum yang telah terjadi yaitu berupa Penguasaan tanah dengan
tanpa Hak dan melawan Hukum, Tanah seluas + 141,9 Ha (Seratus Empat
Puluh Satu Koma Sembilan Hektare) di atas sebagian tanah peninggalan
(Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu
Awu, yaitu dimana diatas tanah tersebut dibangun pabrik pengolahan minyak
oleh Vico Indonesia Balikpapan ( TERGUGATI) dan Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) ( TERGUGAT D )
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dengan tanpa memberikan suatu ganti rugi / melakukan Pembebasan, kepada
Pihak PENGGUGAT yang merupakan Pemegang Hak Tanah yang menjadi
Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, adalah telah nyata dan
jelas maka Pihak yang nyata - nyata telah melakukan Perbuatan Melawan
Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, Pihak tersebut adalah
Pihak yang telah ditarik oleh Penggugat sebagai Pihak dalam Perkara perkara
65/PDT.G./2016/PN.TRG, yaitu Tergugat | dan Tergugat II;

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman
(7) huruf (B) yang menyatakan Tergugat | dan Tergugat Il tidak berkedudukan
hukum dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG., sudah sewajarnya
DITOLAK.

14. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan
intervensi halaman (12) huruf (C) yang menyatakan Kedudukan Hukum
Penggugat dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidak jelas / kabur.
Bahwa telah Penggugat uraikan di dalam Gugatan Penggugat, Aim. Andi
Makulawu, semasa hidupnyaberkat jasa-jasanya terhadap Kerajaan Kutai,
maka oleh Sultan Muhamad Sulaiman yang pada masa itu berkuasa di
Kerajaan Kutai di anugerahkan/ diberikanTanah Perwatasan seluas + 18.000
hektar yang terletak di Sanipah (Samboja) kepada (Alm.) Andi Makulawu
Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu berdasarkan Surat
Penyerahan Hak No. 85 Tahun 1894, jadi dalam hal ini dasar alas Hak
Penggugat yang merupakan Ahli Waris / keturunan dari menyatakan berhak
terhadap tanah yang (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta
Sanipah), adalah telah sangat jelas dan terang yaitu berdasarkan pada Hibah
yang diberikan oleh Sultan Muhamad Sulaiman kepada (Alm.) Andi Makulawu
Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu, berkat jasa nya.

Oleh karena hal tersebut, maka dalil dalam permohonan intervensi halaman
(12) huruf (A) yang menyatakan Kedudukan HukumPenggugat dalam perkara
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65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah tidakjelas/ kabur., sudah sewajamya
DITOLAK.

15. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil permohonan
intervensi halaman (14) huruf (D) yang menyatakan tanah objek sengketa
dalam perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. adalah objek vital nasional dan tanah
milik negara. Bahwa bagaimana mungkin tanah yang menjadi obyek sengketa
perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah merupakan Tanah milik Negara, hal
mana telah secara jelas terbukti bahwa Tanah tersebut adalah tanah Hibah
yang diberikan oleh Sultan Adji Muhammad Sulaiman yang pada masa itu
berkuasa di Kerajaan Kutaikepada (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta
(Petta Sanipah) bin Andi Makawu Awu;

Bahwa Tanah yang berasal dari milik Sultan perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG,
dalam Tata Hukum Pertanahan Indonesia dikenal dengan sebutan Grant
Sultan;

Bahwa terhadap Tanah yang berasal dari milik Sultan (Grant Sultan),
berdasarkan hukum Tanah yang berlaku di Indonesia yaitu Undang - Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA), di dalam
ketentuan yang mengatur mengenai Ketentuan - Ketentuan Konversi Pasal Il

ayat (1), diatur ketentuan sebagai berikut:

Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip
dengan hak yang dimaksud dalam pasal 20 ayat 1 seperti yang disebut
dengan nama sebagai di bawah, yang ada pada mutai berlakunya
Undang-undang ini, yaitu: hak agrarisch eigendom, milik, yasan,
andarbeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan,
landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah
partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya
Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1.
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Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-
Pokok Agraria ( UUPA ) di dalam ketentuan yang mengatur mengenai
Ketentuan — Ketentuan Konversi Pasal n ayat (1), sebagaimana Penggugat
kutip kembali tersebut diatas telah secara tegas, keberadaan tanah Grant
Sultan telah diakui oleh Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Pokok- Pokok Agraria (UUPA) perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG. Bahwa hal
mana Tanah Grant Sultan sebagaimana Tanah yang menjadi Obyek Sengketa
perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG, apabila di Konversi, menurut Undang -
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok- Pokok Agraria ( UUPA ), dapat
berubah menjadi Hak Milik.

Bahwa hal tersebut telah sejalan dengan data serta Fakta yang ada, yaitu
pada Tanggal 30 April 1965 Andi Kulasa telah mengajukan Permohonan Hak
kepada Badan / Lembaga Negara yang mengatur mengenai Pertanahan pada
saat itu, yaitu Kantor Agraria daerah Kutai, Tenggarong. Dan selanjutnya
terhadap Permohonan tersebut telah dikeluarkan Surat Pengakuan Hak oleh
Kantor Agraria Kutai Tenggarong, Tertanggal 18 Mei 1965, dimana dengan
dikeluarkannya Surat Pengakuan Hak oleh Kantor Agraria Kutai Tenggarong,
Tertanggal 18 Mei 1965, maka tanah yang menjadi Obyek sengketa perkara
65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah telah secara sah dan meyakinkan secara
Hukum, bahwa Pihak yang mempunyai Hak terhadap Tanah yang menjadi
Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Para ahli Waris (anak/
keturunan) dari (Alm.) Andi Makulawu Gelar Raden Karta (Petta Sanipah) bin
Andi Makawu Awu In Casu PENGGUGAT.

Maka berdasarkan hal tersebut, alasan hukum dari Pemohon Intervensi yang
menyatakan bahwa tanah yang menjadi Obyek Sengketa perkara
65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah Tanah Negara, telah secara Telak
terbantahkan, dimana sekaligus membuktikan bahwa Tanah yang menjadi
Obyek Sengketa perkara 65/PDT.G./2016/PN.TRG adalah bukan merupakan
Tanah Negara, melainkan ada Para Pihak yang berhak terhadap tanah yang
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